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Ringkasan Ekslusif

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
(Direktorat PKPS) Tahun 203 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 20tkhtang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja damata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi. Laporan Kinerja Tahunan ini menyajikan informasi capaidkinerja pada
Direktorat PKPS selama tahun 2@ Tahun 203 merupakan pelaksanaan tahun k& dari

Renstra Direktorat PKPS 2020024.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat PKPS Tahun 2@2 sesuai
dengan Renja tahun 202terdapat 4 (empat) IKK, yaitu: 1) uas kawasan hutan yang
memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan
Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakdsatuan hekta); 2) Jumlah
Evaluasi persetujuan perhutanan sosi@atuan SK; 3) FasilitasiPenyiapan Kawasan
Perhutanan Sosialdokumen), dan 4) Strengthening Social Forestry in Indor{€td 6)

(dokumen).

Target Capaian PKPS pada tahun 2Dfhengalami perubahan, jika mengacu
pada Renstr&erja PKPSTahun 2023seharusnya target yang harus dicapai seb&€ar
SK PS yang di evaluasi (IKK 2), namun pada tahun 30&hubungan dengan adanya
Automatic Adjustmerstehinggaberdampak pada penyesuaian target capaian Dit PKPS

tahun 2023 menjadi 27 SKPS yang di evaluagiKK 2).
Secara ringkas,apaian Direktorat PKPSahun 202 sebagaimana dibawah berikut

a. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema
HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat dengan

target 150.000 ha dengan capaian kinerja selug99.507,47a (945 SK dan78.846KK)

atau sebesat66 % dari target yang ditentukan.
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Jumlah Evaluasi persetujuan perhutanan sosidlam dalam skema HD, HKm,
Kemitraan Kehutanan, dan HTR dengatarget27 SK dengan capaiatkinerja sebanyak
116 SK atau sebes@30% daritarget yang ditentukan.

Target kinerja IKK 3 adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan,
evaluasi dan ketatausahaan. IKK 3 ini bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan
kegiatan non teknis pada DirektoratCapaian kinerja 100% tercapai menghasilkan
3 Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS

. Target kinerja IKK 4 adalah 1 dokumen, berup&aporan capaian pelaksanaan
proyek penguatan Perhutanan Sosial di Indonedi&trengthening of Social Forestry
in Indonesia/ SSF Project)Capaian Kinerja 100% tercapai.

. Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp.
21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000d00HLN sebesar
Rp. 15.150.400.000,Kemudian terjadi penyesuaian anggara®PBN melalui mekanisme
automatic adjustmensebesar Rp. 528.000.000menjadi sebesar Rp. 5.552.000.000.
Selanjutnya dilakukan top up anggaran HLN pada proyeRBtrengthening Social Forestry in
IndonesigSSF) sebesar Rp. 3.505.000.60Dengan demikian,anggaran akhir Direktorat
PKPS setela refocusing dan penambahan top up menjadi sebesar Rp. 24.207.400-000,
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 DeseBii®radalah sebesar
Rp. 24.199.099.221 atau99,97/%.

Berdasarkan pada hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat R{RS
2023 selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggangng berasal dari
APBN denganmembandingkan persentasesalisasi anggaradenganpersentaseapaian
kinerja. Dari hasil capaiarkinerja Direktorat PKPSyang bersumber dari APBNsebesar
212,52% denganrealisasi anggara®\PBN sebesaf991 %, didapatkan rasio efisiensi
sebesa0,47. Nilai rasio efisiensi<1 tersebut menunjukkan bahwgpenggunaan anggaran

Direktorat PKPS efisierterhadap capaian kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2D3 liii



Daftar Isi

Ringkasan EKSIUSIE.........cooooiii e e enees e e e i
D=1 = L £ OO PPPP v
Daftar TADEIL.... .ot ann e e e V.
(D2 U= T =T 0 o =T Vi
BAB | PENDAHULUAN .....oooiiiiiiiiite e ceeer ettt smme e s e e e e e e e enneeeeenn 1
l. 1. Latar Belakang............eeeeiiiiiiiiii e 1

l. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKBS...............oooviiiiieec i, 3.

I. 3. SUMDEr DAya MaNUSIA. ........uuuuuiiiiiiiiiiiieeeiiiiiieiee ettt a e e 5

l. 4. Sarana dan PraSaranal...........cccccoiiiiieeeiiiieiiiiieaee e srmmme e 6.
BAB [l PERENCANAAN KINERUJA. ... .ttt 9
Il. 1. Rencana Strategis Tahun 2020024................coovveeieiirimmmreeeeeeeeeeeee e 9
II. 2. Rencana Kerja Tahun 2023..........ccoiiiiiiiiieiceeeiicieeee e eene e 16
Il. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023...........ciiiiiiiiiiie e 23
Il. 4. Perencanaan Anggaran Tahun 2023.............cooviiiiimemreeereeeeeeeeeiines 25
[11.1.1. Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja......... 25
[11.1.2. Rencana Anggaran per Output dan Kompanen.............ccccceeveeeeunnns 26
BAB [l AKUNTABILITAS KINERJA ..ot eeeee e 28
lll. 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS..............coooriiiiieee e 28

I1.1.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luas kawasan hutan yang memperoleh
persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan

Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat......................... 29
[11.1.2. Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial dalam Skema HD, HKm,
Kemitraan Kehutanan, dan HTR..........oiiiiiiii e 40
I11.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan ¥etersediaan dokumen rancangan strategi
dan informasi kinerja penyiapan kawasan Perhutanan Sasial............. 46
I11.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan 4Strengthening Social Forestry in Indonesia
(5351 ) TSSO 48
lll. 2. Efisiensi Penggunaan Angaran dan Kinerja Anggaran........................ 53
[11.2.1. RealiSasi ANQQAIaN..........ccuuiiiiiiiii e 53
lll. 3. Penghargaan atas Prestasi Kinerja................uuuvviicieeeeeeeviiiiccine e 56
[ll. 4. Dukungan terhadap Prioritas Nasional.................cccccooeniiiiiiiiiiinnnee, 60
1. 5. ANAIISIS EfISIENSI....uutiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt 65
BAB IV PENUTUP......ootiiiiiiiiiiiiiie et mene e 67

Laporan Kinerja Direktorat PKPS 223 |iv



Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

Tabel

Tabel
Tabel

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

Tabel
Tabel
Tabel

Tabel
Tabel

Daftar Tabel

1. AseDirektorat Penyiapan Kawas&erhutanaisosialtahun 2023................ 6
2 Nilai Aset pada Direktorat PKPS per tanggal 31 Desember.2023........... 7
3. Realisasi Belanja Modal sampai dengan Desember.2023...................... 7
4. Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sasaran Ditjen.RSKL............ 13
5. Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan
Tahun 202€R024..........coooieeeeeeeeeeee e enens bbb e e e e 15
6. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKRS............ccccccvieeeininnnn. 16
7. Target Kegiatan Direktorat PKPS tahun 2023.............coieen . 17
8. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2023............cccoevvvvieeeeeeeeeen, 23
9. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2Q023....................ee. 24
10. Rencana anggaran per jenis belanja dan per sumber dana tahun.2023
11. Rencana anggaran per output dan komponen tahun 2023................ 26
12. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun.2023.................... 28
13. Capaian pemberian akses legal Perhutanan Sosial Dit PKPS Tahun
20023, ettt ——tta——————————————— 30
14. Progres Permohonan Penyiapan Persetujuan PS pada Skema HD,
HKm, HTR dan KK yang di proses selama tahun 2023.......................... 33

15. Jumlah Persetujuan dan Luas SK Kulin KK dan IPHPS per Regional34
16. Target Direktorat PKPS berdasarkan Renstra (revisi) dan RKP serta

(o= 1 0= 1= | o [T PP PP 35
17. Pelaksanaan Evaluasi Persetujuan Perhutanan.Sosial......................41
18. Realiasi evaluasi izin persetujuan perhutanan sosial tahun.2023......42
19. Aduan Permasalahan dalam Perhutanan Sosial pada tahun.2023....43
20. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahun.20236
21. Daftar kegiatan proyek SSF yang telah dilaksanakan pada tahun ketiga

(2023t 48
22. Realisasi anggaran berdasarkan lKK..............ccccoeveeeeiiiiiiiie e, 54
23. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 per sumber.dana.. 54
24. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 per output per

KOMPONEN ..ottt e bbb e e e e e eeeeee e 55
25. Status IDM areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan.Sasial.......... 61
26. tutupan lahan 7 region tahun 2006, 2011, 2016 dan.2021................. 63

Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2d3 |v



Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat PKPS............cccccooiiimmmiinnnn. 5
Gambar 2. Distribusi pegawai lingkup Direktorat PKPS tahun 2023.................... 5.
Gambar 3. Sasaran Strategis KLHK.............uiiiii e 12
Gambar 4. Cascading arsitektur kinerja Direktorat PKPS..............cccoiiveeeviivnnnnns 14
Gambar 5. Komposisi anggaran Direktorat PKPS tahun 2023 berdasarkan sumber

[0 =5 = U 26
Gambar 6. Kontribusi Direktorat PKPS terhadap capaian pemberian persetujuan

Perhutanan Sosial hingga tahun 2023.............ccooooiiiieeeiiiiieee, 30
Gambar 7. Capaian pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial per

S (=] 2= T 30

Gambar 8. Tahapan proses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan.Sg&ial
Gambar 9Capaian Dit PKPS dalam Pemberian Persetujuan PS berbanding Renstra

[0 b= I =T - VSRR 36
Gambar 10Realisasi Capaian IKK 1 Direktorat PKPS terhadap Renstra............ 37
Gambar 11. Tantangan fasilitasi akses legal Perhutanan Sasial........................ 38

Gambar 12. Dukungan kegiatan Direktorat PKPS terhadap Program Priritas Na&fonal
Gambar 13. Status IDM areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan. Sasial......61
Gambar 14. Analisis Stok Karbon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan

Y0 1] - 1 SR 62
Gambar 15. Tren tutupan lahan Nasional..................oeevieeeiiiiiiiiiiiiiee e 64
Gambar 16. Tren Karbon Stok areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan.Sostl
Gambar 17. Capaian Kinerja Direktorat PKPS dari sumber dana ARBN............ 65

Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2D3 |vi



BAB | PENDAHULU AN

I.1. Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistg@ngelolaan hutan lestari yang dilaksanakan
dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/ Hutan Adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan rEmiki sosial budaya
dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat
(HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutan&h.HK 2021). Program Perhutanan Sosial
sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola
pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek keleStgmigianto (2019)
menjelaskan tujuan PS adalah:

1. Smart Objectiveyaitu meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan
hingga 10%, setara dengan 12,7 juta hektar.

2. ShortTerm Outcomesnelalui (1) perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi
wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; (2) perbaikan modal sosial;
(3) perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU); (4)
pendampingan dan terbukanya ekgasar dari produk masyarakat; (5) peningkatan

kapasitas manajemen masyarakat.

3. Mid-Term Outcomes, melalui (1) pengembangan ekonomi domestik; (2)
pengembangan sentra produksi hasil hutan; (3) penurunan konflik tenurial; dan (4)
terwujudnya kelestarian hutan.
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4. LongTerm Outcomederbangunnya pusausat ekonomi domestik dan pertumbuhan
desa melalui sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan

mampu mengentaskan masyarakat miskin.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)
merupakan salah satu Eselon | di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan peranreemasyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan
adat, dan kemitraan lingkungdbari empat sasaran strategis KLHK, Direktorat Jenderal
PSKL berperan dalarmewujudkan sasaran strategisXkalan ke4, yaitu terjaganya
keberadaan, fungsi dadistribusi manfaat hutan yang berkeadilan berkelanjutimn
terselenggaranya tata kelalan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
yang baik, serta kompetenSDM LHK yang berdaya saingirektorat Penyiapan
Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) merupakan salah satu Eselon Il Lingkup Direktorat
Jenderat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang bertanggungjawab
atas kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial yang memiliki &aggatan yaitu
meningkatnya luas areal kelola masyarakat. i@aséiegiatanini mendukung sasaran

program PSKL yang pertama vyaitu meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh

masyarakat.

j Secara prinsipPerhutanan

| Sosial merupakan sebuah sarana

' pengentasan kemiskinan
masyarakat khususnya disekitar
hutan dapat dilakukan dengan
model yang menciptakan

' keharmonisan antara peningkatan
kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal
kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tBagoapandemi Coviel9,
Pemerintah berupaya mendorong roda perekonomian masyarakat tetap bergerak.
Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan
ekonomi padamgkat tapak. Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah menyalurkan stimulan
bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani
sekitar hutan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar

hutan.
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Indonesia berperan sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022. G20 sebagai
kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki
kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, sebagai Presidensi G20, Indonesia
mengusung semangaip i h b er s a m&Recaverdagether, Reeowea Strériger
Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat
pandemi COVID19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan
keluar atau solusi pemulih@unia. Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia
fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan
berkelanjutan, yaitu: (1) Penguatan arsitektur kesehatan global, (2) Transformasi digital,

dan (3) Transisenergi.

Dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik glob&emerintah Indonesia
memamlangperludilakukanny&ebijakanAutomatic Adjustmerfpencadangan anggaran)
dalam pelaksanaan Anggar@andapatan dan Belanja Negara TA 2p@8a semua K/L.
Automatic Adjustmenmnerupakan kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan.
Pengambilampsi pemangkasatikarenakanmeningkatnya ketidakpastian perekonomian
global yang berdampak pagarekonomian domestsgehinggaperlu diantisipasi karena
akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasi@ada tahun 2 Direktorat
PKPS mendapatkan porsi pencadanfyatomatic Adjustmersebesar Rp.Z8.000.000..
sehingga anggaran Direktorat PKR&ng bersumber dari APBNang semulaRp.
6.080.000.000,-. menjadi Rp5.552.000.00Q-. Hal ini berdampak pada perubahan target
kinerja Direktorat PKPS yang semudl@SK PS yang di evaluasi (IKK 2), menjaii SK
PS yang di evaluasi (IKK 2).

I. 2. TugasPokok dan FungsiDirektorat PKPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N&iahun2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada
BAB Xl Pasal459 disebutkan bahwa tugd3direktorat Penyiapan KawasaRerhutanan

Sosial (Drektorat PKPS) adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penyiapan kawasan perhutanan sosiRlada pasal 8D untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam PaS8llZirektoratPenyiapan Kawasdperhutanan Sosial

menyelenggarakan fungsi:

Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2D3 |3



1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;

3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan,
dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan
kemitraan kehutanan;

4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpetaan,
dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan
kemitraan kehutanan;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaalgrat dan kemitraan kehutanan;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; dan

7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang perpetan, penyiapan hutan kemasyarakatan dan penyiapan hutan tanaman
rakyat.

b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutananmempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang q@rpeta
penyiapan hutan desa dan penyiapan kemitraan kehutanan.

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara,
tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta

koordinasi administrasi penerapan sistemgesaalian intern direktorat
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d. Kelompok Jabatan Fungsionaj merupakan kumpulan dasekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

K;!;It:;ntg:k Sub Bagian Tata

Fungsional

Usaha

Gambarl. Bagan struktur manisasi Drektorat PKPS

I. 3.  Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dan
tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM ini merupakan kunci yang
menentukan perkembangan organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk
mencapai tujuan organisastaat ini jumlah SDM yang adaag@a Direktorat PKPS
berjumlah @& orang terdiri atas 3 orangPNS 17 orang Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)1.6 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Ne§&NPN dan
3 orang Tenaga kontrakintuk PNS terdiri dari Golongan IV sebanya® orangdan
Golongan Il sebanyaR3orang.Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat PKPS terdiri
dari 39 orang 67%) laki-laki dan30 orang @¢3%) perempuan.

10 orang 1 orang
Sub Bagian Tata Usaha Direktur PKPS
28 orang 30 orang
Subdit Penyiapan HD KK Subdit Penyiapan HKm HTR

Gambar2. Distribusi pegawai lingkup Direktorat PKPS tahun 2023
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I.4. Sarana dan Prasarana

Aset padaDirektorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial per 1 Januari 202
tercatat sebanyak94 entitas dengan nilai sebeddp. 7.468.623.845, Aset tersebut
terdiri dari BMN Intrakomptabel dan BMN EkstrakomptabBlada bulan Januafi
Desember 2022 terdapat penambahan aset dari belanja modal sebtiiak dengan
nilai sebesaRp.1.933.908.500 untuk pembelian peralatan dan mesin spetaambahan
sebanyak 2 Unit dengan nilai sebesar Rp. 65.000.00tuk pembelian asset tak berwujud
berupa pengembangan aplike&¢lain itu, terdapat pengurangan asset sebanyak 40 Unit
dengan nilai sebesar Rp. 178.901.32Bengan semikian ass@lirektorat Penyiapan
Kawasan Perhutanan Sosial per 31 Desembe8 B@gumlah 801 unit dengan nilai
Rp. 9.288.631.017¢dengan rincian perhitungan sebagaimana Thtéah TabeP. Rincian
realisasi Belanja ModdaDirektoratPKPS sampai dengan Desember 30@apat dilihat
pada TabeB.

Tabel 1. AsetDirektorat Penyiapan Kawas&erhutanarbosialtahun 203

Jenis Aset Kuantitas Nilai Aset (Rp)
Nilai BMN Intrakomptabel (yang 794 Unit 9.221.181.017
disajikan dalam neraca)

Nilai BMN Ekstrakomptabel 5 Unit 2.450.000,
Aset Tak Berwujud Lainnya 2 Unit 65.000.000,
Jumlah 801 Unit 9.288.631.017
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Tabel 2. Nilai Aset pada Direktorat PKPS per tanggal 31 Desembed 202

‘ Uraian Jumlah Nilai
Saldo Awal 01 Januari 2022 594 Unit Rp.7.468.623.845,
Mutasi Tambah (Pembelian Plkatan dan 245Unit Rp.1.933.908.500
Mesin)
Mutasi Tambah (Aset Tak Berwujud 2 Unit Rp. 65.000.000,
Lainnya)
Mutasi Kurang (Penghapusan) (40 Unit) (Rp. 178901328-)
Saldo AkhirDesember2022 801 Unit Rp.9.288.631.01¢

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal sampai dendesembe023

Jenis Barang

Lemari Penyimpan
Lemari Kayu

Filing Cabinet Kayu
Brandkas

LCD Projector/Infocus
Focusing Screen/Layar LCD
Projector

Meja KerjaKayu

Kursi Besi/Metal

Sice

Bangku Panjang Kayu
A.C. Sentral

A.C. Split

Televisi

Loudspeaker

Sound System
Megaphone

Mic Conference
Dispenser

Coffee Maker

Karpet

Vertikal Blind
Microphone/Wireless MIC
Lensa Kamera

Camera Conference
Wireless Amplifier

P.C Unit

Laptop

Tablet PC

Printer (Peralatan Personal
Kompute)

External/ Portable Hardisk

UE ]

= = N = ©
NwWENBRNWHWOWRRFORENRNNRELS

N

Nilai Aset

322553000.
6.144.000.
146.930000.

6,000,000.
7,000,000.
1,700,000.

641,018,000

45,495,000.
10,000,000.
37,860,000.
89,000,000.
21,000,000.

125,000,000

5,000,000.
11,000,000.
12,000,000.
49,700,000.

2,000,000.

3,000,000.
65,000,000.
25,500,000.

7,500,000.
20,000,000.

8,500,000.
19,000,000.
29,028,000.

135,972,000

45,616,000.
14,000,000.

5,500,000.

Keterangan

SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project

SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project
SSF Project

SSF Project
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Jenis Barang Kuantita Nilai Aset Keterangan

s (Unit) (9]
31 Router 6 11,392,500. SSF Project
32 Kabel UTP 3 4,500,000. SSF Project
Jumlah 245Unit  1.933.908.50(
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Kunjungan lapangan “ke lokasi proyek SSF di Kabupaten Dompu

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Il. 1. Rencana Strategis Tahun 2020 2024

Rencana StrategiRenstra)Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
(PKPS Tahun 2022024 ditetapkan oleh Direktur PKPSedganPeraturan Direktur
PKPS Nomor SK.47/PKPS/PP/PSL.0/11/2020 tanggal 6 November R@ZOudian
Renstra PKPS tahun 202024 di revisi dan ditetapkan oleh PIt. Direktur PKPS dengan
Peraturan Direktur PKPS Nomor SK.5/PKPS/PHKMHTR/REN.0/2/2022 tanggal 25
Februari 2022RerstraDirektorat PKPSTahun 2022024 disusun sebagai amanat dari
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. RestraDirektorat PKPS Tahun 2022024 dimaksudkan sebagai pedoman dan
acuan dalam melaksanakangkahlangkah strategis pencapaian sasaran keghr{&s,
agar upaya penyiapan areal Perhutanasigb dapat berjalan pada arah yang benar,

mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien.

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam
konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Uoddagg Dasar
Tahun 19 4elindungiasegenap b@ngsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosia . Unt uk nogannlaa peesebut,goentbangunan Indonesia perlu

dilakukan secara terencana demganenetapkan tahapaahapan pelaksanaannya
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berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter

sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahu202d20
merupakan pelaksanaan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 20@025. RPJMN Tahun 2022024, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Presiden Rblikiilndonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali
bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa yaitu
Pancasila. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus
sebagai bintang pengarah.

Visi PresideAWakil Presiden pada pemerintahan periode 20224 adalah
ATERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG . Langkah yang
ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan
Nasional yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,;

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman padavsegauh

Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

© © N o g s~ w D P

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di
atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vyaitu:
ATerwujudnya Keberl anjutan Sumber Daya Hut at
Kesejaht er aandaMaasny amerkdau kiu n g : ATerwujudnya |
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Getéhg y o rBgrgedoman
pada tugas, fungsi dan kewenangan KLstbagaimana telah ditetapkan daldndang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Untdgagng Nomor 32 Tahun
2009tentang Perlindungan dan RBetolaan Lingkungan Hidup serReraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanamisiaka
KLHK yaitu:
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A Mewujudkan hutan yang lestari dandkungan hidup yang berkualitas;

A Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara
berkeadilan dan berkelanjutan;

A Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan balkkiaki
maupun perepuan secara adil dan setara; dan

A Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan pembangunan KLHKdalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas lingkungan higulan mengataperubahan iklim;
Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk
perekonomian nasional;

1 Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyaralaat

1 Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang
baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan
pembangunan berkelanjutanSustainable Development Go&sD G)6 sDengan
berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pevisiataan
dan Misi Presiden, maka rumusan sasaran strai@ddii< dibagi menjadi13 sasaran
strategisyang ditetapkan berdasarkdnpilar tujuan utama&LHK seperti Gambar3
sebagaimana tertuang daldPeraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022ntang
Perubahan atas Peraturan Mentdiingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentarRencana Strategis Kementerian LHK
Tahun20202024.

Sebagai manifestasi peran KLHK dalam pembangunan nasional, maka Visi
DirektoratJenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) adalah
AiTerwujudnyakeadilan akses kelola, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan
melalui pengelolaankawasan hutan oleh masyarakat dalam mendukung terwujudnya
keberlanjutan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan

masyarakab .
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Pilar Lingkungan

SS1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

SS2. Meningkatnya optimalisasipengelolaan
sampah

SS3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor
Limbah dan Kehutanan yang mendukung
pembangunan rendah karbon

554. Menurunnya laju penyusutan hutan

Pilar Tata Kelola

S512. Meningkatnya SDM KLHK yang
berkualitas

SS13. Meningkatnya birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif, dan

Gambar3. Sasaran Strategis KLHK

SS5. Meningkatnyasirkular ekonomi dari
sampah dan limbah

Ssb6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya
hutan yang berkelanjutan

SS7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL,
dan bioprospecting

SS8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pilar Sosial

S559. Terselesaikannya status kawasan hutan
yang diakui secara legal dan legitimate

5510. Meningkatnya kepastian hukum atas

penguasaan tanah oleh masyarakat pada
kawasan hutan

SS11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh
masyarakat yang adil dan merata
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Dengan berpedoman patal itu, maka disusunlahlisi Ditien PSKL sebagai
berikut:
1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan;
2. Mewujudkan kelestarian kawasan hutan; dan
3. Meningkatkan kualitas kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologi, sosial dan
ekonomi.
Dalam rangka mewujudka# (empat)tujuan KLHK, maka ditetapkatujuan
Ditjen PSKL sebagai berikut:
1. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat; dan
2. Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu
memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan.
3. Meningkatnya JumlatKelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu
mengelola hutan dan meningkatkan nilai transaksi ekonomi.
4. Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Ditjen PSKL.
Ditjien PSKL mendukung ke empat pilar tujuan KLHK pada SS4, SS6, SS11 dan
SS13. Untuk mencapai 4 SS yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSKL, pelaksanaannya
dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk
mencapai SS4,$5, SS11 dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai SS13.
Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sasaran Ditjen PSKL disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sadaitpgn PSKL

Sasaran Strategs/

Sasaran Program (SP) WL
Lingkungan  KondisiLingkungan Menurunnya laju Laju Deforestasi dan
Hidup dan Hutan penyusutan hutan penyusutan hutan

yang semakin
tanggap terhadap
perubahan iklim

Ekonomi Aktualisasi Potensi  Meningkatnya Kontribusi sektor
Ekonomi dari Sumbel pemanfaatan kehutanan terhadap
Daya Hutan dan sumberdaya hutan PDB nasional
Lingkungan Hidup yang berkelanjutan (berdasarkan harga

berlaku)

Pilar Sosial  Terjaganya Meningkatnya Luas kawasan hutan
keberadaan, fungsi Pemanfaatan Hutan yang dikelola oleh
dan distribusi manfaa oleh Masyarakat masyarakat
hutan yang yang Adil dan Merata

berkeadilan dan
berkelanjutan
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Sasaran Strategs/

Sasaran Program (SP) WF L
Pilar Tata Terjaganya Meningkatnya Nilai Kinerja Reformasi
Kelola keberadaan, fungsi, Birokrasi dan Birokrasi
dan distribusi manfaa Layanan Publik yang
hutan yang agile, Efektif dan
berkeadilan dan Efisien
berkelanjutan

Direktorat PKPS berperan dalam tercapainya SS11 yaitu meningkatnya
pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata nielglatan pemberian
akses kelola Perhutanan Sosi&enjabaranarsitektur kinerja Direktorat PKPS
sebagaimana tersaji pa@ambar 4 Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola
Kawasan Hutan Tahun 202024dapat dilihat pada Tabel 5.

——= Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Meningkatnya Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat

yang Adil dan Merata

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Meningkatnya Akses Kelola Hutan oleh Masyarakat

e Sasaran Meningkatnya Luas Akses Legal Hutan oleh
Kegiatan PKPS Masyarakat setiap Tahun

IKK 1. Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh
Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD,

HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada
Kelompok Masyarakat
IKK 2. Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan

Sosial
— -
IKK 3. Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan

Sosial

IKK 4. Strengthening Social Forestry in Indonesia
(GEF 6)

Gambar. Cascadingrsitektur kinerja Direktorat PKPS

e
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Tabel 5. Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahuf22020

INDIKATOR TARGET
KINERJA UNIT KEGIATAN IKK SATUAN
ESELON | 2020 2021 2022 2023 2024
Luas prakondisi persetujuan
Perhutanan Sosial dalam skema 125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000 Hektar
HD, HKm, HTR, KK, IPHPS
Luas kawasan hutan yang
. memperoleh persetujuan
T3.S3.1.1.1 Penyiapan ,
Perhutanan Sosial dalam Skema
la;f(ajorll;t;g r2/ang gg\r/\rlﬁ,ggan HD. HKm. Kemitraan Kehutanan, 125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000 Hektar
: dan HTR kepada Kelompok
masyarakat Sosial

Masyarakat

Jumlah evaluagersetujuan

perhutanan sosial 50 80 50 750 570 SK

Fasilitasi Penyiapan Kawasan P< - 3 3 3 3 Dokumen
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Il. 2. Rencana Kerja Tahun 203

Rencana Kerja Direktor®enyapan Kawasan Perhutanan So§iRKPS)Tahun
2023 telah ditetapkanoleh Direktur PKPS enganKeputusanDirektur PKPS Nomor
Nomor: SK.15/PKPS/PHKHTR/KEU.0/12/2022anggal 2 Desember202. Rencana
Kerja Tahun 202 DirektoratPKPS merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat
Jenderal PerhutanaBosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 20gang disusun
berdasarkan RKP tahun 2ZDgang mengacu pada Peraturan Presiden NA®®Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah TahurB2P2laksanaan uraian tugas Direktorat
PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator dan target kinerja kegiatan
dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring komitmen para
pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, penag¢ridderah, Lembaga Swadaya
Masyarakat/CSOSasaran Kegiatan, IKKlan Rncian Output pad&egiatan PKPS
disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKPS

Sasaran Rincian Output
Program Kegiatan Kegiatan P Pelaksana
PKPS (RO)
Pengelolaan Penyiapan Meningkatnya Luas prakondisi Prakondisi Balai PSKL
Hutan Kawasan Luas akses persetujuan . Kelompok
BerkelanjutanPerhutananlegal hutan ~ Perhutanan SosiéMasyarakat Calor
Sosial oleh dalam skema HDPenerima

masyarakat HKm, Kemitraan Persetujuan

setiap tahun  Kehutanan, dan (RO.1)

HTR,

Luas kawasan Persetujuan Direktorat
hutan yang Perhutanan SosiaPKPS
memperoleh dalam Skema

persetujuan HD, HKm,

Perhutanan SosieKemitraan
dalam Skema  Kehutanan, dan
HD, HKm, HTR kepada
Kemitraan Kelompok
Kehutanan, dan Masyarakat
HTR kepada (RO.2)

Kelompok

Masyarakat

Jumlah evaluasi Persetujuan Direktorat
persetujuan Perhutanan SosiaPKPS
perhutanarsosial yang dievaluasi

(RO.3)
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Sasaran

Rincian Output

Program Kegiatan Kegiatan (RO) Pelaksana
PKPS
Fasilitasi Fasilitasi Direktorat
Penyiapan Penyiapan PKPS
Kawasan PS Kawasan PS
(RO.4)

Strenghtening of Strenghtening of Direktorat

Social Forestry inSocial Forestry in PKPSdan

Indonesia Indonesia(RO.5) Balai PSKL
(Sumatera,
Jabalnusra,
dan Maluku
Papua)

Dari Kelima RO tersebut pelaksanaannya terbagi, ada RO yang dilaksanakan oleh
Balai PSKL (RO 1) dan ada RO yang dilaksanakan oleh Direktorat PKPS (RO 2, RO 3
dan RO 4), sedangkan RO 5 yaiitfrenghtening of Social Forestin Indonesia
dilaksanakan di Balai PSKL (Sumatera, Jabalnusra, dan M#&lagua) dan di Kantor
Pusat pada Direktorat PKPS sebddational Project Management Ur{fllPMU). Straegi
pencapaianRO tersebut merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah sehingga
pencapaian IKK jugdilaksanakan oleh Satker pusat (Direktorat PKPS) dan Satker UPT
lingkup PSKL.Sehubungan dengan adamyatomatic Adjustmenahun 2023erdampak
pada penyesuaian target capaian Dit PKPS tahun 2023 menjadi 27 SK PS yang di evaluasi
(IKK 2). Target kinerja yang terdapat di Direktorat PK&belum dan sesudah revisi
dampak adanyAutomatic Adjustmeriathun 2023tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7. Target Kegiatan Direktorat PKPS tahun 2023

REVISI TARGET
2023

TARGET 2023

Persetujuan Perhutanan Sosial
dalam Skema HD, HKm, 237 Kelompok 237 Kelompok

RO2 . Masyarakat Masyarakat
Kemitraan Kehutanan, dan HTF (150.000Ha) (150000 Ha)

kepada Kelompok Masyarakat

. . 40 Kelompok 27 Kelompok
Persetujuan Perhutanan sosial
RO3 . . Masyarakat Masyarakat
yang dievaluasi (SK) (SK)
RO Fasilitasi Penyiapan Kawasan 3 Dokumen 3 Dokumen

Perhutanan Sosial
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REVISI TARGET

TARGET 2023 2023

Fasilitasi danPembinaan
Kelompok Masyarakat Melalui
Project Strengtening of Social
Forestry in Indonesia

RO5 1 Dokumen 1 Dokumen

IKK ke 4 Direktorat PKPS berug@royek Penguatan Perhutanan Sosial (SSF) atau
Strengthening Social Forestry in Indone§&sF)merupakan kerjasama antara Pemerintah
Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dei@jabal
Environmental Facility (GEF) melalui Bank Dunia. Proyek SSF telah mendapat
persetujuan GEFMExecutive Directorpada tanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya,
Perjanjian HibahGrant Agreementantara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah

ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020.

Sesuai perjanjian hibah, proyek dimulai secara efektif sejak ditetapkannya Surat
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.
64/SETJEN/ROKUM/KLN.0/9/2020 pada tanggal 10 September 2020 tentang
A P e mb e r\atiorkalaPnoject Management Un{fNPMU) sebagai Pengelola Harian
Proyek Penguatan Perhutanan Sosi al di | ndon
ditetapkan Direktur Peyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) sebagai Penanggung
Jawab NPMU atau Implementing Agency SSF dfgct Namun demikian,
mempertimbangkan situasi pandemic COVAIB, maka Bank Dunia dan KLHK telah
menyepakati bahwa pelaksanaan proyek secara operasional ditunda hingga tahun 2021.

Proyek SSF akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak 2021 hingga 2025.

Lokasi Proyek SSF terdiri atas 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu;
Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan
(Provinsi Provinsi Lampung), Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima (Provinsi
NTB) dan Kabupaten &imahera Barat (Provinsi Maluku Utara). Proyek SSF bertujuan
untuk mendorong penguatan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui penguatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari
dan memperkuat regulasi gam Perhutanan Sosial. Proyek SSF terdiri dari 3 (tiga)

komponen, yaitu:
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Komponen 1:Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan untuk mendukung Program

Perhutanan Sosial

Dana yang dialokasikan untuk komponen ini sebesar 17,65% dari total anggaran proyek.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung tigksmponen sebagai berikut:
1.1.Kebijakan dan Regulasi Mengembangan, menguatkan, dan melakukan
harmonisasi antar kerangka kerja yang relevan, kebijakan, peraturan, dan prosedur
di tingkat nasional dan suiasional (provinsi dan kabupaten) dalam rangka
mendukung program perhutanan sosial. -Bommponen ini meretanakan
penyusunan 13 regulasi sebagai berikut:
V Satu (1) Draft final Peraturan/Instruksi Presiden terkait Perhutanan Sosial di
Indonesia.
V Tiga (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait
dengan Perhutanan Sosial.
V Tiga (3)Peraturan Direktur Jenderal PSKL.
V Enam (6) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang
integrasi Program Perhutanan Sosial dengan Program Pembangunan di

Provinsi/Kabupaten.

Penyusunan peraturan di atas dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan,
berkeadilan dan cost efisien. Tema regulasi yang diatur dalam Proyek Penguatan
Perhutanan Sosial akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan. Draft
Peraturan/lstruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan
Gubernur/Bupati serta Peraturan Direktur Jenderal PSKL dapat selesai pada akhir tahun
ketiga Proyek SSF.

1.2. Penguatan kelembagaanPeningkatan kapasitas institusi/kelembagaan pendukung
Program Perhutanan Sosial, antara lain tetapi tidak terbatas pada; penguatan dan
pengembangan Pokja PPS Provinsi, peningkatan kapasitas mansyarakat dalam
menghadapi konflik atau perselisihan, mendukpembentukan dan pengembangan
LPHD dan KTH, memfasilitasi proses review dan penyusunan rencana kerja di
tingkat kelompok masyarakat. Skbmponen ini antara lain akan mendorong
pelaksanaan:

V Pengembangan kapasitas dan efektivitas Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan
Sosial (POKJA PPS) provinsi.
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Pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan atau kelompok tani
hutan.

Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumberdaya
hutan secara berkelanjutan.

Memfasilitasi penyusunan rencana kerja di tingkat kelompok masyarakat.

1.3. Pengembangan dan pengelolaan pengetahuan serta asistensi teknis

Menyediakan asistensi teknis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan

perangkat sistem informasi geospasional untuk program perhutanan sosial serta

melakukan aktifitas pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait dengan

perhutanan sosial. Sttmmponernini akan melaksanakan beberapa kegiatan antara

lain:

\%

Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi produk dan pemasaran serta network
perhutanan sosial.

Pengembangan aplikasi digital yang mudah/sederhana tapi akurat dan terpercaya
tentang perhutanan sosial.

MemperkuatSINAV-PS dan Web Perhutanan Sosial.

Komponen 2: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Program

Perhutanan Sosial

Dana untuk komponen ini dialokasikan dengan porsi 76,39% dari total anggaran proyek.

Ditujukan untuk untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam merencanakan

pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan, melaluikBrepbnen kegiatan

sebagai berikiu

2.1. Rencana PengelolaanMenyediakan asistensi teknis kepada masyarakat penerima

target proyek dalam menyiapkan rencana pengelolaan hutan yang lestari, termasuk

mengembangkan pemetaan partisipatif, serta penataan batas areal perhutanan sosial.

Subkomponen ini akan memfasilitasiasyarakat dalam beberapa kegiatan antara

lain sbb:

\%
\%
Vv

Pengajuan proposal untuk mendapat izin areal untuk perhutanan sosial.
Pemetaan dan penataan batas areal perhutanan sosial.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Rencana

Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan (RKU/RKT) secara patrtisipatif.
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2.2. Pengembangan Model SumberPenghidupan masyarakat sekitar hutan.
Menyediakan asistensi teknis serta bantuan/hibah untuk masyarakat dalam rangka
membangun kegiatan usaha perhutanan sosialk@uponen ini akan memperkuat
pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain:

V Fasilitasi identifikasi sumberdaya hutan Aayu dan jasa lingkungan lainnya
yang bersifat komersial.

V Fasilitasi pemanenan sumberdaya hutan secara berkelanjutan.

<

Fasilitasi pengembangan usaha berbasis sumberdaya hutan secara berkelanjutan.
V Fasilitasi dana bantuanblockgran) untuk mendukung model sumber

penghidupan masyarakat.

2.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi pada tingkat masyarakat.
Menyediakan dana hibah untuk masyarakat penerima manfaat proyek dalam rangka
mengimplementasikan rencana pengelolaan sebagaimana disebutkan pada
komponen 2.1 dan melaksanakan kegiatan pengembangan untuk sqallisgha
bisnis masyarakat. Stkomponen iniakan digunakan untuk pelaksanaan beberapa

kegiatan antara lain:

V Mendukung pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial Partisipatif.

V Fasilitasi pemilihan dan pelaksanaan investasi prioritas dan rencana usaha tingkat
masyarakat secara partisipatif, berbasis sumberdaya hutan dan pedgroéoréstry
system

V Fasilitasi sarana atu infrastruktur serta kelembagaan pendukung pelaksanaan investasi
prioritas.

V Fasilitasi pengajuan dana bantublo¢kgran) untuk mendukung investasi prioritas.

Komponen 3: Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi.

Komponen ini didedikasikan untuk mendukung kegiatan pengelolaan PPeyejuatan
Perhutanan Sosial dan monitoring serta evaluasi proyek. Dana untuk komponen ini
dialokasikan dengan porsi 5,96% dari total anggaran proyek. Komponen ini ditujukan
untuk fasilitasi/asistensi teknis dan dukungan untuk pelaksanaan proyek, antara la

V Personil pendukung proyek.

V Sarana dan prasarana proyek.
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V Pertemuamational Stering Committd®SC) darNational Technical Committee
(NTC).
V Peluncuran Proyek SSF.
V Monitoring dan evaluasi proyek.
Untuk memastikan pengelolaan proyek berjalan sefragjan Program Perhutanan Sosial
secara menyeluruh, maka proyek penguatan perhutanan sosial dilaksanakan oleh:
V Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL)
sebagaExecuting Agencg{EA); dan
V Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit.PKPS) sebagai
Implementing AgendfA).

Dalam pelaksanaannya, IA akan dibantu secara teknis oleh Direktorat lain lingkup
Direktorat Jenderal PSKL; yaitu oleh Sekretariat Jenderal PSKL (Setditjen), Direktorat
Peningkatan Usaha Perhutanan Sosial (Dit. PUPS), Direktorat Kemitraan Lingkungan
(Dit. KL), Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (Dit. PKTHA), serta
institusi terkait lainnya pada Kementerian LHK.

Struktur organisasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial, terdiri atas tiga level utama,
yaitu:

1) National Steering Commif@&SC) darNational Technical Committg@& TC)

2) National Project Manajemen Un{NPMU)

3) Subnational Project Management Ur(fEPMU)
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Il. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja tahun 2@2nerupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian
Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata C&w=viu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengaudikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disegtakidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kirerjgo(mé yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahtahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakumputcome yang dihasilkan dari kegiatan tahw@ahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya Perjanjian
Kinerja tahun 202 antara Direktur PKPS dengan Direktur Jenderal PSKL telah
ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSKL pada bd&mari tahun 2@ Perjanjian

selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 202

1. Meningkatnya akses kelola Luas kawasan hutan yang 150,000
hutan kemasyarakatan, huta memperoleh persetujuan Ha
desahutan tanaman rakyat Perhutanan Sosial dalam skema
dan kemitraan kehutanan HD, HKm, Kemitraan Kehutanan

setiap tahun dan HTR kepada kelompok
masyarakat
2. Meningkatnya akses kelola Kelompok Masyaraka®enerima 40 SK

hutan kemasyarakatan, huta Persetujuan Perhutanan Sosial ye
desa, hutan tanaman rakyat dievaluasi
dan kemitraan kehutanan
setiap tahun
3. Meningkatnya akses kelola Fasilitasi Penyiapan Kawasan 3
hutan kemasyarakatan, huta Perhutanan Sosial Dokumen
desa, hutan tanaman rakyat
dankemitraan kehutanan
setiap tahun
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4, Meningkatnya akses kelola Strengthening Social Forestry in 1
hutan kemasyarakatan, huta Indonesia (GEF 6) Dokumen
desa, hutan tanaman rakyat
dan kemitraan kehutanan
setiap tahun

Pada bulan Desember tahun 30Berdasarkan surdenteri KeuangamNomor:
S-1040/MK.02/2022tanggal 9 Desember 2022ahwa perlu melanjutkan kebijakan
Automatic Adjustmerdalam pelaksanaan AnggarBendapatan daBelanja Negara TA
2023serta memperhatikaddemorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 maka terjadi perubahan pagu
anggaran tahun 282yang berdampak pada penyesuaian target capaian tah3n 202
sehinggaperlu dilakukan revisi perjanjian kinerja tahun 3Gbagaimana terlampir di

bawah ini.

Tabel 9. RevisiPerjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 302

No SasaranKegiatan Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya akseselola Luas kawasan hutan yang 150.000
hutan kemasyarakatan, huta memperoleh persetujuan Ha

desa, hutan tanaman rakyat Perhutanan Sosial dalam skema
dan kemitraan kehutanan HD, HKm, Kemitraan Kehutanan

setiap tahun dan HTR kepada kelompok
masyarakat
2. Meningkatnya akses kelola Kelompok Masyaraka®enerima 27SK

hutan kemasyarakatan, huta Persetujuan Perhutanan Sosial ye
desa, hutan tanaman rakyat dievaluasi
dan kemitraan kehutanan
setiap tahun

3. Meningkatnya akses kelola Fasilitasi Penyiapan Kawasan 3
hutan kemasyarakatan, huta Perhutanan Sosial Dokumen
desa, hutan tanaman rakyat
dan kemitraan kehutanan
setiap tahun

4, Meningkatnya akses kelola Strengthening Social Forestry in 1
hutan kemasyarakatan, huta Indonesia (GEF 6) Dokumen
desa, hutan tanaman rakyat
dan kemitraan kehutanan
setiap tahun
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Il. 4. Perencanaan Anggaran Tahun 202

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp.
21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebé&jar 6.080.000.000,dan HLN
sebesar Rp. 15.150.400.000,Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui
mekanisme automatic adjustment sebesar Rp. 528.000.p@da anggaran yang
bersumber dari APBN sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp.
5.552.000.000. Selanjutnya dilakukan top up anggaran HLN pada proyek Strengthening
Social Forestry in Indonesia (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.88hingga anggaran akhir
Direktorat PKPS setelah refocusing dan penambahan top up menjadi sebesar Rp.
24.207.90.000;. Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2022 terdiri dari 4 (empat)
output teknis yaitu 1) Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial
dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
dengan satuan hektar) 2umlah Evaluasi persetujuan perhutanan sosial dengan satuan
SK; 3) Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial berupa dokumen laporan dan 4)
Strengthening Social Forestry in Indonef@ZEF 6) berupa dokumen laporan. Berikut ini
adalah rincia rencana anggaran Direktorat PKPS Tahun3202 jenis belanja, per
komponen, dan per output kegiatan.

[11.1.1. Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanjanggaran Direktorat PKP®rdiri dari belanja barang
dan belanja modaBerdasarkan sumber dana, alokasigamgn Direktorat PKPS tahun
2022 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
dan Hibah Luar Negeri (HLNJengan rincian sebagaimana Tabel 10 dan Gambar 5.

Tabel 10. Rencana anggaran per jenis belatga per sumber datahun 203

JENIS SUMBER DANA S
BELANJA

o e [ o
3.539.500.000 2.012.500.000 16.655.400.000 22.207.400.00C
- - 2.000.000.000 2.000.000.000
3.539.500.000 2.012.500.000 18.655.400.00C 24.207.400.00C
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Gambars. Komposisi anggaran Direktorat PKPS tahun2b@rdasarkan sumber dana

[11.1.2. Rencana Anggaran per Output dan Komponen

Alokasi anggaran pada output teknis (Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam
bentuk HKm, HD, HTR,dan Kemitraan Kehutanaip memiliki dua komponen yang
ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit Penyiapan
HKm dan HTR, SubditPenyiapan HRlanKemitraanKehutananserta Sub Bagian Tata
Usaha Adapun struktur anggaran berdasarkan Rincian Output dan Komponen pada
Direktorat PKPS sebagaimana pada Taliel 1

Tabel 11. Rencana anggaran per output dan kompdalean 202

SIBE] Kode Kegiatan Jumlah
Dana
6749 Dlre_ktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan 5.552.000.00C
Sosial
ABV.001 Fas!llta5| Penyiapan Kawasan Perhutanan 620.000.000
Sosial
051 Penyusunan Perencanaan 302.430.00C
APBN 052 Evaluasi dan Pelaporan 317.570.000

Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skem:z
QDD.002 HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR 4.400.000.00C
kepada Kelompok Masyarakat

Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Huta

Tanaman Rakyat 2.339.100.00¢

051
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Sumber

Dana Kode Kegiatan Jumlah
052 Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan 2 060.900.00C
Kehutanan
Kelompok Masyarakat Penerima
QDD.003 Persetujuan Perhutanan Sosial yang 532.000.00C
dievaluasi
051 Evaluasi izin akses Perhutanan Sosial 532.000.00C
6749 Strengthening SocialForestry in Indonesia 18.655.400.00¢
(GEF 6)
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
BDD.002 Masyarakat Melalui Project SSF S
HLN 051 Penguatan Kebijakan dan Ke_lembagaan untt 2 340.645.00C
Mendukung Perhutanan Sosial
PenguataiKkemampuan Masyarakat mengelol
052 SDH melalui Perhutanan Sosial 13.127.420.00¢
053 Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi 3.187.335.00C
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. 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS
Capaiankinerja organisasi dilihat berdasarkan hasil capaian yang diperoleh
berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Tal3urDR26Rtorat
PKPS memiliki empat indikator kinerjaegiatanyang menjadi dasar penghitungan
pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, capaian kinerja
masingmasing indikator kinerja kegiatan Direktorat PKPS Tahun328#alah sebagai
berikut

Tabel 12. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian % Capaian
Luas kawasan hutan ya 150.000 Ha 699.507,4ha 466%
memperoleh persetujuan Perhuta / / /

Sosial dalam Skema HD, HKr 237 Kelompok 945 Kelompok 399%
Kemitraan Kehutanan, dan HT
kepada Kelompok Masyarakat

Jumlah evaluasi persetuju 27 SK 116 SK 430%
perhutanan sosial
Fasilitasi Penyiapan Kawas 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Perhutanan Sosial
Strengthening Social Forestry 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Indonesia(GEF 6)

Rata-rata capaian kinerja IKK 274,84
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Perlu dipahami bahwa untuk capaian luas pada IKK Luas Kawasan hutan yang
memperoleh persetujuan perhutanan sosial disajikan dalam dua informasi, yaitu dalam
luas (hektar) dan dalam jumlah kelompok masyarakat. Halikarenakan adanya
perbedaan pencatatan target capaian pada system penganggaran yang berdasarkan KRO
(Kelompok Rincian Output) dan RO (Rincian Output) yang tidak ada target dengan satuan
luasan hektar, sehingga disesuaikan menjadi satuan kelompok masyatakain
demikian pada Laporan Kinerja ini, penjelasan lebih lanjut terkait capaian pemberian
persetujuan lebih banyak dijelaskan dalam bentuk satuan hektar.

[11.1.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1. Luas kawasan hutan yang memperoleh
persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan

Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat

Dalam Laporan Kinerja inicakupan capaian Direktorat PKPS dalam rangka
pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sasigh meliputluas kawasan hutan
yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dsk@&ma HD, HKm, HTR dan
Kemitraan KehutanarSedangkartakupan capaian pemberian persetujuan pengelolaan
Perhutanan Sosiglada Ditjen PSKLmeliputi luas kawasan hutan yang memperoleh
persetujuan Perhutanan Sosial dagtemaHD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan (KK)
danHutan Adat

Selama tahun 2023, Direktorat PKPS mampu mencapai pemipsiaetujuan
Perhutanan Sosiaeluas699.507,47ha untuk78.846 Kepala Keluarga (KK) dengan
jumlah SK sebanyak 45 unit (daftar SK dapat dilihat pada Lampiran 2al ini
berkontribusill,5%terhadapcapaianiKP Ditjen PSKLhingga akhir tahun 2028eluas
7.073.184hauntuk 1.265.86 KK dengan jumlah unit SK sebanyalk® Unit (Gambar
6). Tahun 2023 target IKK 1 Direktorat PKPS sebesar 150.000 ha (237 kelompok
masyarakat), sementara capaiimerjanya seluas699.507,47 ha (945 kelompok
masyarakat) atau 473,418ari targetCapaian pemberiapersetujuarPerhutanan Sosial
Direktorat PKPSerbagi atas Skema HD, HKm, HTR dan KK dengan rinpiada table

13. Capaian tertinggi pemberian persetujuan dengan skema Hutan Desa
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Gambar 6. Kontribusi Direktorat PKPS terhadap pagéan pemberian persetujuan
Perhutanan Sosial hingga tahun 2023

Tabel 13. Capaiarpemberian akses legaerhutanarsosial Dit PKPSTahun 2023

No Skema Luas (Ha) KK Unit SK
1 HD 508.931,42 23.346 355
2 HKm 176.493,05 53.770 580
3 HTR 10.451,00 1.154 8
4 Kemitraan Kehutanan 3.632,00 576 2

TOTAL 699.507,47 78.846 945

Capaian Pemberian Persetujuan
Perhutanan Sosial per Skema

HKm HTR
25,23% 1,49%

HD
72,76%

Gambar7. Capaiarpemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosidgmea S
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Keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial sangat ditentukan oleh
keterlibatan dan peran serta seluruh pihak yang terkait, baik pusat maupun daerah.
Keterlibatan juga bukahanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga komitmen
anggaran. Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2023, Direktorat
PKPS masih didukung dana yang bersumber dari Hibah Luar NegeriSy@tgthening
of Social Forestry in Indonesia Proje@royek SSFyang masuk dalamIBA.Kemudian
tambahan dukungan dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh
BPDLH dan tidak masuk dalam DIP®lehsebab iticapaian pada IKK hilainya sangat

signifikan dibandingkan target aktual.

Target Proyek Implementasi REDD+
GCF RBP Tahun 2023:

Capaian Proyek Implementasi REDD+
GCF RBP Tahun 2023:

1. Percepatan fasilitasi distribusi akses 1. Seluas469.623,54 ha untuk 45.330

kelola persetujuan Perhutanan Sosial
setidaknya seluas450.000 Ha untuk
mendukung capaian seluas 8 juta
hektare pada tahun 2024 dan 9 juta
hektare pada tahun 2025 melalui
mekanisme prakondisi dan
penerbitan  persetujuan  secara

reguler maupun Jareng Jebol.

. Percepatan fasilitasi transformasi
sebanyak 40 SK transformasi dan

dukungan penyiapan sarana
prasarana penunjang kegiatan dan
inventarisasi aset  pelaksanaan
transformasi sampai dengan tahun

2025.

KK terdiri atas 513 SK akses kelola
persetujuan Perhutanan Sosialyang
diperoleh melalui mekanisme
prakondisi dan penerbitan

persetujuan secara reguler maupun

Jareng Jebol.

. Sebanyak 2 unit SK telah di

transformasi dari SK Kulin KK
menjadi SK Persetujuan Perhutanan
Sosial skema HD dan HKm.

Target kelompok masyarakat yang mendapatkan izin/persetujuan erhutanan Spsial
melalui Strengthening of Social Forestry in Indonesia Proje@020 & 2025 adalah seluas
300.000 ha terhadap 303 kelompok masyarakat

Capaian tahun 2023, Proyek SSF berkontribusi memberikan akses kelola Perhutane

I
l
l
l
l
l
: Sosial seluas67.149,15ha untuk 11.365 KKterdiri atas 173 SK
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Luas Capaian Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2023

per Regional
HD HKM
REGIONAL Luas (Ha) Unit SK Luas (Ha) Unit SK
Bali - Nusa Tenggara 2.830,77 11 15.401,97 98
Jawa 22.401,86 81 28.846,38 114
Kalimantan 117.476,00 46 46.077,76 51
Maluku - Papua 293.844,00 146 1.983,00 9
Sulawesi 14.490,00 18 36.874,92 144
Sumatera 57.888,79 53 47.309,02 164
Grand Total 508.931,42 355 176.493,05 580
HTR KULIN KK
REGIONAL Luas (Ha) Unit SK Luas (Ha) Unit SK
Bali - Nusa Tenggara
Jawa
Kalimantan 5.825,00 4 2.500,00 1
Maluku - Papua
Sulawesi 3.298,00 2
Sumatera 1.328,00 2 1.132,00 1
Grand Total 10.451,00 8 3.632,00 2
REGIONAL Total Luas (Ha) TOI‘Z'KU”“
Bali - Nusa Tenggara 18.232,74 109
Jawa 51.248,24 195
Kalimantan 171.878,76 102
Maluku - Papua 295.827,00 155
Sulawesi 54.662,92 164
Sumatera 107.657,81 220
Grand Total 699.507,47 945

Capaian pemberian
persetujuan Perhutanan
Sosial pada regional

Maluku T Papua

tertinggi merupakan

3%

hasil Jareng Jebol
Persetujuan PS di
Provinsi Papua

Kalimantan
25%




Pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dilakukan melalui berbagai tahapan proses
berupaPermohonan dari KTH kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh Direktorat
PKPS dan verifikasi teknis oleh BPSKL. Hasilnya kemudidaporkan kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal PSKL melalui Nota Dinas dari Direktur PKPS kelayakan untuk
diterbitkan SK Persetujuan PS

Tahapan Proses Pemberian Persetuiuan Penaelolaan Perhutanan Sosial

Permohonan yang lolos proses
Verad, akan diteruskan ke proses
Verifikasi Teknis (Vertek) melalui,

Surat Perintah Tugas Vertek (PT Hasil vertek sebagai
Vertek) dari Dirjen PSKL kepada pertimbangan untuk
Fasilitasi = Permohonan Masuk Kepala Balai PSKL penerbitan SK PS
@ @ ®
LI.; @
Pemeriksaan dokumen Pelaksanaan Vertek

permohonan dan Telaah
Peta permohonan lokasi

Gambar8. Tahaparmproses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial

Tabel 14 Progres Permohonan Penyiapan Persetujuan PS pada Skema HD, HKm, HTR
dan KK yang di proseselamatahun 2023

Data HKM HTR HD KK JUMLAH
REOEYN  Luas (Ha) [Unit| Luas (Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit
2023 748.051,27516| 30.075,73| 16 | 941.460,73| 499 | 61.92514 100 | 1.781.512,8] 1.131

GAP

HKM HTR HD KK JUMLAH 151 Permohonan

EELPIZEN  Luas (Ha) [Unit| Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha) | Unit belum dilakukan
787.989,71 591 29.665,04| 17 | 558.991,82 327 | 11.968,000 45 | 1.388.614,57 980 Verad

Hasil Vertek HKM HTR HD KK JUMLAH

2023 Luas (Ha) {Unit| Luas(Ha)| Unit | Luas(Ha) | Unit | Luas(Ha)| Unit | Luas(Ha) | Unit GAP

: 89 Permohonan

36,517,710 22 [ o ] sl 2 | 1300 10| 435422 3 belum/ tidak

VRl 67517.26 40 - Jo| som 1] 1698 1] 680 4 dilakukan Vetek
127.91820453) 9323000 6 | 36706800 354| 363200 2 | 50794120 815
23195316515 9323000 6 | 3732495} 357| 497194 13 | 61049765 891

Terdapat permohonan yang telallilakukan verifikasi adnmistrasi namun belum
dilakukan verifikasi teknislisebabkarbebkerapa hal yaitu :

a. Tidak lolos verifikasi administrasi sehingga permohonan dik&ikan untuk
dilenglkapi;

Telah terbit Perintah Tugas Verifikasi Teknis nanb@tum dilakukan vertek karena
keterbatasan anggaran; dan

Untuk skema Kemitraan Kehutanan, terdapa&rrpohonanKemitraan Konservasi
telah terbitPerintah Tugas Verifikasi Teknisamunproses selanjutnydisesuaikan
mengikuti PermenLHKNomor 14 Tahun2023Penyelesaian Usaltan/atakegiatan
Terbangurdi KawasanSuaka Alam, Kawasan Pelestarian Aldam Taman Bur.

=4

o
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TRANSFORMASI KULIN KK DAN IPHPS

4 Persetujuan IPHPS dan Kulin KK )
Seluas333.351,26 hg sebanyakd14 unit SK
Tabel 15. Jumlah Persetujuan dan Luas SHKliK KK dan IPHS per Reginal
REGIONAL / PROVINSI UNIT SK LUAS (HA) REGIONAL / PROVINSI UNIT SK LUAS (HA)
SUMATERA 147 38.419,12[BALI NUSA TENGGARA 153 16.948,16
Bangka Belitung 4 102,03 BALI 47 3.389,76
BENGKULU 5 615,00 NUSA TENGGARA BARAT 87 11.216,90
JAMBI 7 2.773,86 NUSA TENGGARA TIMUR 19 2.341,50
KEP BANGKA BELITUNG 1 75,00/ KALIMANTAN 21 4.348,00
LAMPUNG 88 8.464,74 KALIMANTAN SELATAN 17 4.025,00
SUMATERA BARAT 4 637,57 KALIMANTAN UTARA 4 323,00
SUMATERA SELATAN 8 19.821,14{SULAWESI 22 3.974,14
SUMATERA UTARA 30 5.929,78 SULAWESI BARAT 1 503,00
JAWA 559  267.434,84 SULAWESI TENGAH 7 458,84
BANTEN 24 6.307,34 SULAWESI TENGGARA 14 3.012,30
JAWA BARAT 118 37.844,80| MALUKU PAPUA 12 2.227,00
JAWA TENGAH 87 48.105,57, MALUKU UTARA 8 1.710,00
N JAWA TIMUR 330  175.177,13 PAPUA 4 517,00
4 Sudah transformasi ) / Belum dilakukan transformasi \
Seluas 47.869 ha h&ebanyak 123 unit SK| | Seluas 285.482 ha&5ebanyak 791 unit SK
PROVINSI SKEMA  UNIT LUAS (HA) JUMLAH Kk REGIONAL / PROVINSI UNIT SK._LUAS (HA)
BANTEN pp—— SUMATERA 147  38.419,12
' Bangka Belitung 4 102,03
JAWA BARAT 1D 1.335,00 BENGKULU 5 615,00
HKm 8.850,15 : JAMBI 7 277386
JAWA TENGAH  HKm 7.039,80 : KEP BANGKA BELITUNG 1 75,00
JAWA TIMUR HKm 28.084,79 . LAMPUNG 88 8.464,74
47.869,09 _ SUMATERA BARAT 4 637,57
SUMATERA SELATAN 8 19.821,14
SUMATERA UTARA 30  5.929,78
JAWA 436 219.565,75
BANTEN 14 3.747,99
JAWA BARAT 72 27.659,65
Pasal21 7 23 P.4 Tahun 2023 JAWA TENGAH 69  41.065,77
Transformasi IPHPS dan KULIN Kk JAWA TIVUR 281 147.092,34
o . BALI NUSA TENGGARA 153  16.948,16
menjadi Persetujuan Pengelolaan BAL| 47 3.389.76
Perhutanan Sosial skema HD, HKm, HTF NUSA TENGGARA BARAT 87 11.216,90
NUSA TENGGARATIMUR 19 2.341,50
Surat Dirjen PSKL No. S.186/2023 KALIMANTAN " 217 4.348,00
Penyesuaian/Tramnsformasi Kemitraan KALIMANTAN SELATAN 17 4.025,00
Kehutanan dengan KPH menjad KALIMANTAN UTARA 4 32300
ersetujuan  Pengelolaan  Perhutanan SUL:‘L’JVLEASV'VESI S ARAT 221 3'23‘;'(1)3
Sosial skema HD, HKm, HTdR luar Pulau SULAWESI TENGAH 7 458.84
Jawa SULAWESI TENGGARA 14 3.012,:30
MALUKU PAPUA 12 2.227,00
MALUKU UTARA 8  1.710,00
PAPUA 4 517,00
TOTAL 791  285.482

2 /
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Target kinerja Direktorat PKPS telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, akan
tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan dan penyesuaian target kinerja
setiap tahunnya. Penyesuaian target kinerja pada umumnya mempertimbangkan
ketersediaan amggran dan kondisi keuangan negara, hal ini dibahas bersama pada trilateral
meeting antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan dan hasilnya
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun target kinerja (Renstra dan
RKP) dan capaiangmberian akses legal perhutanan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Target Direktorat PKPS berdasarkan Rengesisi) dan RKP serta capaian

Target Renstra Target RKP Capaian
Tahun ’ (ha) g(ha) (Ea)
1 2007-2014 - - 437.307,69
2 2015 200.000 200.000 106.603,65
3 2016 2.500.000 2.500.000 150.623,23
4 2017 3.000.000 330.000 680.905,85
5 2018 3.500.000 2.000.000  1.059.495,89
6 2019 3.500.000 1.000.000 637.520,65
7 2020 500.000 125.000 175.552,37
8 2021 1.000.000 250.000 478.306,94
9 2022 200.000 180.000 353.754,23
10 2023 1.750.000 150.000 699.507,47

Jumlah 6.735.000

Target kinerja yang telah direncanakan pada Rencana Strategis (R20%&a)
2019 padapelaksanaannyselalu tidak terpenuhi setiap tahunnya, pada tabéérlihat
bahwa target kinerja setiap tahun selalu dibawah dari target yang direncanakan pada
Renstra. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang tedwmatgan target yang
begitu tinggi. Pada Renstra Tahun 2012019 targepemberian akses Kelola Perhutanan
Sosial selama 5 tahun seluas 12,7 juta hektar.

Target pemberian akses Kelola Perhutanan Sosial Rentsrai 20@24 hanya
sebesar 4 juta hektar. Namun demikian capaian di tahun 2020, 2021 dan 2023 berada
dibawah target Renstra dengan kendala yang sama yaitu keterbatasan anggaran. Apabila
dibandingkan gaaian dengan target tahunan dalam RKP atau Renja Direktorat PKPS,
maka capaian di tahun 2020 2023 melebih target karena target tahunan disusun

berdasarkan ketersediaan anggaran.
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Capaian Dit PKPS dalam Pemberian Persetujuan PS
berbanding Renstra dan Renja

699.507,47

2023 . 150.000
1.750.000
353.754,23
2022 . 180.000
200.000
478.306,94
2021 - 250.000
1.000.000
2020 1123350%%2’37
h 500.000
637.520,65
2019 _ 1.000.000
3.500.000
1.059.495,89
2018 2.000.000
3.500.000
680.905,85
2017 330.000
— 3.000.000
150.623,23
2.500.000
106.603,65
2015 200.000
200.000
437.307,69
2007-2014 O
0
¢ % \;'00 \;"“0 v')00 v')‘?0 0')00 o?‘fo o,
% % % % % % % %
% % % % % (22 %

Capaian mTarget Renja ®m Target Renstra

Gambar9. Capaian Dit PKPS dalam Pemberian Persetujuan PS berbanding Renstra dan

Renja
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Realisasi Capaian IKK 1 Direktorat PKPS terhadap Renstra

Target dan Capaian IKK Tahun 2021 Target dan Capaian IKK Tahun 2023

Capaian Sampai
Target Capaian Dengan Tahun Target Capaian
2021

Capaian Sampai
Dengan Tahun 2023

250.000  478.307 151,3% 653.835 16,3% 1.750.000  695.507 40,0% 1.707.121 42,7%

Kekurangan/
Kelebihan
Capaian

Target Renstra 2020~
2024

Capaian 2020-
2023

IKK Dit PKPS
Satuan Target

Luas kawasan hutan yang memperoleh
persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD,
HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada
Kelompok Masyarakat

Hektar  4.000.000
1.707.121 42,7% (2.292.879)

Target dan Capaian IKK Tahun )
Target dan Capaian IKK Tahun 2022

2020

. _ Capaian Sampai
Target Capaian C
e ¢ e Tahun e

125.000 175.552 140,4% 200.000 353.754  176,9%  1.007.614 25,2%

GambarlO. Realisasi Capaian IKK 1 Direktorat PKPS terhadap Renstra
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[ TANTANGAN DAN SOLUSI FASILITASI DISTRIBUSI AKSES LEGAL }

1. Implementasi kebijakan 1. Koordinasi intensif antara
Perhutanan Sosial (pusat dan Pusat dan Daerah

daerah) belum optimal. L
2. Standardisasi SDM
2. Jumlah SDM dan dukungan

Anggaran untuk fasilitasi HEELEEIE Gl A INTEGRAS! &
) Program PS KOLABORASI

pemberian akses legal PARA PIHAK

terbatas. 3. Jareng Jebol dan MELALUI
3. PIAPS belum dijadikan acuan Optimalisasi PIAPS PERPRES

dalam permohonan PS. 4. Penentuan target prioritas 28/2023
4. Kualitas permohonan PS fasilitasi PS secara

masih rendah (subyek dan partisipatif melibatkan

objek). para pihak dan masyarakat

Gambarll Tantangariasilitasi akses legderhutanan &ial

Dampak
Dengan terdistribusinya akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial ini maka

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak pada:

1. Semakin kecilnya ketimpangan pengelolaan kawasan hutan gelagna ini
didominasi oleh pengusaha besar, dimana telah bertambah €56t&07,47ha
kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

Terbukanya lapangan pekerjaan bagi sekiga846KK.

3. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan mengelola kawasan
hutan tanpa izin keberadaannya di cap sebagai masyarakat ilegal sehingga seringkali
masyarakat tersebut tidak memperoleh layanan sosial dari pemerintah setempat.
Dengan diberikanry akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada
masyarakat tersebut maka status masyarakat tersebut dalam mengelola kawasan hutan
menjadi legal dan terbuka peluang untuk mendapatkan pelayanan sosial dari
pemerintah setempat.

4. Melalui pemberian akses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memberikan rasa
aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengelola kawaan hutan dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
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[11.1.2. Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial dalam Skema HD, HKm,

Kemitraan Kehutanan, dan HTR

Pemerintah telah menerbitkan Unddogdang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UUCK), di mana pada salah satu pasalnya menyebutkan tentang Perhutanan
Sosial. Selanjutnya, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraafehutanan, di mana Perhutanan Sosial diatur dalam satu Bab tersendiri.
Ketentuan lebih detil tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial termasuk bagaimana evaluasi
akan dilakukan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.09/2021 tering Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menggantikan beberapa peraturan
sebelumnya yang mengatur perhutanan sosial.

Berdasarkan PermenLHK 9/2021, kegiatan pengendalian melalui evaluasi
kelompok penerima persetujuan perhutanan sosial dilakukan setidaknya 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun. sampai saat ini dari 9.019 Unit SK ljin/Hak baru 811 Unit SK
persetujuan yang dialuasi. Saat ini persetujuan perhutanan sosial yang sudah berjalan 5
(lima) tahun atau lebih ada sekitar 4.116 SK dan seiring waktu jumlah ini terus bertambabh.
Jumlah izin yang sudah dilakukan evaluasi sebanyak 838 SK (Tabel 13) atau baru sekitar
20,35 %,sehingga Ditjen PSKL memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar terkait
evaluasi akses legal perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya gap kebutuhan
pelaksanaan kegiatan dengan keharusan (kewajiban) pelaksanaan pengendalian tersebut
dan gapnya semakimembesar setiap tahun seiring besarnya jumlah unit SK yang terbit
dan rendahnya target Rencana Kerja evaluasi per tahun. Oleh karena itu diperlukan inovasi
pembaharuan metode pelaksanaan evaluasi dalam rangka pengendalian persetujuan

perhutanan sosial mélau i i novasi aksi perubahan fAMonitor

Perhutanan Sosi al Mandi ri Kel ompok Perhutana

Melalui inovasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri
Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS), gap yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan
evaluasi persetujuan perhutanan sosial dapat diminimalisir. Pelaksanaan evaluasi dapat
lebih efektif dan efisien, dapat menjangkau KPS yang lebih banyak dengan jumlah
anggaran yang jauh lebih hemat.

Pelaksanaarevaluasi mandiri dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Provinsi
Lampung pada tanggal 2B Oktober 2023 dan Provinsi D. I. Yogyakarta pada tanggal
30 Oktober2 November 2023. Di Provinsi Lampung, evaluasi mandiri dilakukan terhadap

61 KPS, sedangkan di Riasi D. |. Yogyakarta evaluasi mandiri dilakukan terhadap 35
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KPS, secara keseluruhan evaluasi mandiri dilakukan terhadap 96 KPS. Dari kegiatan
Evaluasi mandiri tersebut dapat meningkatkan capaian Evaluasi Persetujuan Perhutanan
Sosial pada tahun 2023.

Melalui inovasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri
Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS), pelaksanaan evaluasi Persetujuan Perhutanan
Sosial akan lebih efektif dan efisien, dapat menjangkau KPS yang lebih banyak dengan
jumlah aggaran yang jauh lebih hemat. Tantangan kedepan terhadap Pelaksanaan
Evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri adalah diperlukanya sosialisasi kepada
seluruh stakeholder terkait, khususnya KPH dan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial
serta penyepurnaan system sehingga inovasi Pesan KPS dapat dilaksanakan secara

menyeluruh.

Tabel 17. Pelaksanaan Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial.

Skema
Tahun 2017 45 0 9 0 0 54
1 Bengkulu 8 - - = 8
2 DI Yogyakarta 24 - - - 24
3 Sulawesi Tenggara 1 - 9 - 10
4 Bali 4 - - - 4
5 NTB 8 - - - 8
Tahun 2019 159 3 35 378 575
1 Lampung 78 - 8 - 86
2 SulawesiSelatan 81 3 27 286 397
Gorontalo - - - 92 92
Tahun 2020 21 29 0 0 50
1 Sumatera Barat 13 8 - - 21
2 Jambi - 20 - - 20
s [fpee®® [ o [ -] - - s
4 Bengkulu 2 - - - 2
5 Sumatera Selatan - 1 - - 1
Tahun 2021 18 0 4 81 103
1 DI Yogyakarta 18 - - - 18
2 e .. 2w ss
Tahun 2022 33 17 4 2 56
1 Gorontalo 3 - - - 3
2 NTB 27 - 4 - 31
3 Kalimatan Selatan - - - 1 1
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Provinsi HTR Jumlah
HKm HD HTR (Klp) il KK

4 Kalimantan Tengah 1 - - - - 1
5 Kalimantan Timur - 3 - - -
6 Lampung 14 14
7 Maluku 1 1
8 Jambi 1
9 Sumatera Utara 1

Tahun 2023 72 35 7 - 2 116
1 Maluku Utara 6 12 1 - - 19
2 Lampung 32 22 5 - 2 61
3 Yogyakarta 34 - 1 - - 35
4 Gorontalo

m—-

BerdasarkarPasal 188 ayat PermehHK No 9 dinyatakanbahwa evaluasi
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima
tahun. Namun demikian evaluasi juga dagitksanakan dikarenakan adanya kasus atau
permasalahan khusus yang mengharuskan dilakukan evaluasi meskipun izin perhutanan
sosialnya belum mencapai 5 (lima) tahun. Target IKK 2, tahun 2023 adalah sebanyak 27
SK dengan capaian kinerja 115 SK atau sebé42&193 %. Pelaksanaan evaluasi izin
Perhutanan Sosial tahun 2023 dilaksanakan pada 8 Provinsi dengan rincian pada tabel

dibawabh ini;

Tabel 18. Realiasievaluasi izinpersetujuamerhutanan sosial tahun 2)2

Maluku Utara
2  Lampung 32 22 5 2 61
3  Yogyakarta 34 - 1 - 35
4  Gorontalo

_____
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Permohonan Perubahan Persetujan dan Aduan terhadap Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosialselama Tahun 2023

Setelah diberikannya Persetujuan Perhutanan Sosial tidak sedikit yang timbul
permasalahan baik karena adanya tumpang tialigm pergantian pengurus, pergantian
keanggotaan atau adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugiakan dengan adanya
persetujuan Perhutanan Sosial yang menyebabkan harus dilakukannnya perubahan
persetujuan atau evaluasi. Beberapa daftar aduan permasgbalsaa terbitnya
persetujuan sebagaimana disajikan pealael19.

Tabel 19. Aduan Permasalahan dalam Perhutanan Sosial pada talin 202

PROVINSI SKEMA _ JUMLAH

1 Aceh 1 1
2  Gorontalo 2 - 1 - 3
3 Jambi 1 2 3
4  Jawa Barat 1 - - - 1
5 Jawa Timur 1 - - - 1
6 Kalimantan Tengal 1 1 - - 2
7  Kalimantan Timur - 1 - - 1
8 Kalimantan Utara - 1 - - 1
9  Kepulauan Bangka 1 - - - 1

Belitung
10 Riau 1 - - - 1
11 Sulawesi Selatan 18 - 1 - 19
12 Sulawesi Utara 2 - - - 2

Sumatera Utara 6

___—_

Jenisaduandanpermasalahaterhadap persetujuan pendabmPerhutanan Sosial
pada &hun 2023 terdiri dari:

1. Tumpang tindihareal persetujuanpengelolaarPerhutanan Sosial dengan ipgran
lainnya, baik yang dieluarkan oleh KLHK maupun daK/L lain dan pemerintah
daerah.

2. Adanyaklaim lahanbaik perseorangan maupun kelompok

3. Permohonaiperubahamperseujuan karena adadnya perubahan subyek maupun obyek

Perhutaan Sosial.
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Dampak Evaluasi Persetujuan Pengelolaan PS tahun 2023

Adapun dampak dari evaluasi izin Perhutanan Sosial diantaranya adalah belkgai

1. Mendorong pemegang izin dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan
Perhutanan Sosial.

2. Terinformasikannya kondisi pengelolaan Perhutanan Sosial yang selanjutnya menjadi
salah satu dasar dalam upayahmekan kedepan
Perbaikardata dan informasi Perhutanan Sosial.

4. Mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan dan KPH untuk lebih

peduli dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
5. Sebagai bahan pembinaan bagi UPT dalam melakukan pengawasan

6. Mengetahui pengelolaan PS patiagkat tapak untuk dijadikan sebagai bahan

rekomendasi kebijakan.

7.

-

EvaluaSI Persefuan Perhutanan Sosmdada LHPD Campaka\
di Kabupaten Maluku Utara | \
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IKK 2

JUMLAH EVALUASI PERSETUJUAN
PERHUTANAN SOSIAL DALAM SKEMA
HD, HKM, KEMITRAAN KEHUTANAN,

DAN HTR

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN
RENSTRA 2020-2024

©
I wn wn I
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
2020 2021 2022 2023

TINGGINYA TARGET PADA TAHUN 2023 DIKARENAKAN
KONDISI PASCA PANDEMI COVID-19 YANG SEMAKIN PULIH

TERDAPAT
KEKURANGAN (GAP)
SEBESAR 1.175 UNIT
SK DARI TARGET
TOTAL RENSTRA

EVALUASI PERSETUJUAN PENGELOLAAN PS
BERDASARKAN ADUAN

O = N W s O O NN ©® © O

Jumlah KPS
22019 w2022 = 2023

CAPAIAN EVALUASI TERBANYAK TERJADI PADA TAHUN 2022,
HAL INI MENANDAKAN BANYAKNYA KONFLIK/DINAMIKA
DALAM PENGELOLAAN PS DI LAPANGAN



[11.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan 3. Ketersediaan dokumen rancangan strategi

dan informasi kinerja penyiapan kawasan Perhutanan Sosial

Ikk 3 diukur berdasarkaKetersediaamlokumen rancangan strategi dan informasi
kinerja penyiapan kawasan Perhutanan SoRi@hcangarstrategi dan informasi kinerja
penyiapan kawasapPerhutanan Sosial (IKK 3) merupakan kegiatan yang baru dilakukan
pada tahun 2@ Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah di st&adesleh Setdit
PSKL untuk mengakomodir kegiatan ntknis direktorat PKPSTarget kinerja IKK 3
adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan ketatausahaan.

Tabel 20. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahig 202

No Dokumen Ketersediaan
1 Renja direktorat PKP&hun 202 Vv
2 SPIP2023 Vv
3 Laporan Kinerja direktorat PKPS tahun 202 \%
Total 100%

A. Rencana KerjaDir ektorat PKPS Tahun 2023

Rencana Kerja Direktorat PKPS

RENCANA KERJA Tahun 2024 telah ditetapkan oleh

TAHUN 2024 Direktur PKPS dengan Keputusan
Direktur PKPS Nomor

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN

PERHUTANAN SOSIAL SK.17/PKPS/PHKHTR/REN.0/12/2023

tanggal 7 Desember 2023. Rencana
Kerja Tahun 2024 Direktorat PKPS

merupakan penjabaran dari Rencana
Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun
2024 yang disusun berdasarkan RKP
tahun 2024 yang mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024.
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B Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Permen No 60 tahun 20
tentang  Sistem
Pemerintahmerupakan proses yang integr

pada tindakan dan kegiatan yang dilakuk

secara terus menerus oleh pimpinan c DESAIN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2023

seluruh  pegawai  untuk

keyakinan memadai atas tercapainya tujt

organisasi melalui kegiatan yang efektif d

efisien, keandalan pelapn

pengamanan aset negara, dan ketaz

perundamgdangan.
SPIP salah satu instrument penting dal

terhadap peraturan

upaya tata kelola pemerintahan yang b

(good governangedan pemerintahan yan ‘ JANUARL, 2023

bersih ¢lean governange

Peng e ndal ian I nte KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

memberike

keuangan

|

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

JAKARTA

Dokumen SPIRBudah dibuat dokumen SPIP pada bulan Januari tah@nt2edri

atas unsukingkungan pengendaliaPgenilaian resikpKegiatan pengendaliaimformasi

dan komunikasi, daRemantauan pengendalian intern.

C. Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2022

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENYIAPAN
KAWASAN PERHUTANAN

SOSIAL

Laporan KinerjaDirektorat PKPStahun
2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendagpgunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.
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Laporan Kinerja tahun 2@2merupakan pelaksanaan tahun3kdari Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat PKPS tahun 262024. Di dalam buku ini menyajikan informasi
secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja pada Direktorat PKPS. Laporan
Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kin&ajesgeaan tugas
pokok dan fungsi Direktorat PKPS.

[11.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan 4: Strengthening Social Forestry in Indonesia
(SSF)

Kegiatan SSF ini memiliki target 1 dokumen, sementara capaian hingga akhir
Desember 2022 mencapai 1 dokumen, dengan demikian target capaian IKK 4 ini mencapai
100%

Tabel 21. Daftar kegiatan proye8SFyang telahdilaksanakan padahun ketiga (2023)

Indikator Capaian

No. Kegiatan Capaian Tahun 2023

Keterangan

| | Komponen I: Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

1. | Integrasi PS ke dalam | 4 provinsi+ 6| 4 (provinsi) | Perhutanan Sosial telah

perencanaan strategis | kabupaten/kotg dimasukkan kedalam RPJML[
daerah (RPJMD) wilayah provinsidi lokasi
/kabupaten/kota Proyek SSFnamun belum

untuk lingkup kabupaten.

2. | Draft Penyusunan 13 Regulasi 4regulasi | Telahberkontribusi dalam
regulasi dalam rangka penyusunan dan penerbitan
percepatan PS Perpres No. 28/2023, terbitny

2 SK Dirjen PSKL tentang
Panduan Penyaluran Hibah,
dan Keputusan Dirjen PSKL
Nomor:
SK.37/PSKL/PSL.0/11/2023
tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Mandiri Kelompok

PS
3. | Jumlahkelompok PS 303 Kelompok 363 363 Kelompok (KPptelah
yang didampingi Kelompok | difasilitasi oleh 70

Pendamping Masyarakat
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Komponen ll: Penguatan pengelolaan areal PS

Areal PS yang telah 300.000 ha 274,
dilakukan pemetaan
secara partisipatif

31 ha | Yang telah terbit SK di area
targetkabupaten sasaran
147.253 ha; yang telah
difasilitasi divertek di luar
target area (dalam provinsi
yang sama) = 127.098 ha

Kelompok masyarakat | 303 kelompok| 565 kelompok| Yang telah terbit SK di areal

yang mendapatkan
izin/persetujuan PS

SSF = 363 SK dan di luar
areal SSF dalam satu Provin
=202 SK

Kawasan hutan yang 100.000 ha 92.532 ha | Dalam proses penyusunan

telah dimasukkan dalam
rencana pengelolaan

RKPSseluas42.919 halan
110 unitKPS.

Komponen llI: Pengelolaan proyek, monitoring

dan evaluasi

Penyelenggaraan | Terselenggaranya A
kegiatan proyek kegiatan proyek sesug
dengan rencana dan
menghasilkan

output/outcome yang

diharapkan.

Pelengkapan personil Proyek SSF yan
meliputi Social Safeguard Sp, Financia
Management Specialidil Assistant dan
Supporting StaffMid Term Review
Consultants, IAD Masterplan Drafter,
Senior Safeguard Consultant.

Penyelenggaraan rapapat koordinasi
(Rapat perencanaan, NSC/NMgeting,
Mid Term Revieimplementation
SupportMissiondengan pihak
donor/World Bank, Rapat evaluasi).

Pembekalan dan Pelatihan staf proyek
(NPMU dan Fasilitator SSF).

Penguatan kapasitas Pokja PPS.

Sosialisasi PS di level regional dan
kelompok masyarakat sasaran.

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Usulg

Coaching Clini¢ Jareng Jebol,
Verifikasi Teknis Usulan PS.

Fasilitasi Lokakarya Penyusunan
Masterplan IAD

Pelengkapan sarpras perkantoran.
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Kegiatan yang Telah dilaksanakan Pada Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan dan Penguatan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial

Kebijakan dan Regulasi: Berpartisipasi dalam Kegiatan/Workshop/National Dialog
yang diselenggarakan oleh GEF berupa penyelenggaraan pameran, evaluasi tentang
pendekatan berbasis masyarakat atelependent consultant GEBiskusi tentang
peluang kolaboragsialam memanfaatkan GHPs untuk mendukung PSAudiensi
dengan BUPATI dan PEMDA Kabupaten di semua lokasi sas&iaalisasi analisa

stok karbon dwilayah kabuoaten sasaran.

Penguatan KelembagaanRapat koordinasi teafroyek SSF baik secara internal
(NPMU, SPMU) maupun dengan mitra terkait (Pemda setempat) serta kelompok
MasyarakatPenguatan Kapasitas Kelembagaan: Team Building Project di regional
(NTB) dan Workshop Tahubja (NTB)

Pengembangan dan Pengelolaan PengetahuaRenyusunan Manual (dokumen
dokumen safeguards seperti lapohaplementasi Pengelolaan Resiko dan Dampak
Lingkungan dan Sosial Proyek SSF, Panduan Protokol Koordinasi, Komunikasi, dan
Diseminasi, Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, dan Penanganan Aduan/Keluhan
pada Proyek SSFhibah inovatif, penyusunan database penurunan emisi GRK,
penyusunan Master Plan IAD); Pelaksanaan peningkatan kapasitas iregaihing
Managament Syste(bMS) untuk PENMAS SSF dan Penyuluh KPH di Lokasi kerja
SSF (online) ; pelatihan input d&&roomPKPS ;Publikasi artikel dan jurnal ilmiah;
Pembuatan Film Dokumenter (5 Film), Podcast Ngopi Sore (16 Episode) ; kampanye
PS melalui media massa dengan melibatkay Influencers Talkshow Kiprah

Pendamping SSF (2 seri) ; Pengembangan sistim data dasar.

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Areal Perhutanan Sosial

Fasilitasi pra persetujuan/pemberian persetujuan PS (identifikasi, sosialisasi PS,
fasilitasi usulan PS, vertek, penerbitan SK) di seluruh kabupaten sasaran + kabupaten
lain dalam provinsi yang sama)

Fasilitasi pasca persetujuan: Kelola kelembagaan (penguatan kelembagaan KPS,
KUPS); pengembangan perencanaan (fasilitasi penandaan batas areal, fasilitasi
penyusunanRKPS/ on The Job Training Inisiasi IAD (sosialisasi, fasilitasi

pengembangan sistem IAD, inisasi penyusunan Master Plan).
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- Perhitungan karbomground check/ground truthindgalam rangka pengecekan tutupan
lahan di lokasi Proyek SSF, pengembangan metoda perhitungan karbonWorkshop
Agroforestry di Provinsi Lampung.

- Partisipasidi event internasional: UNFE8 di New York, AS; UNFCCC COP 28 di
Dubai, UEA; Regional Workshop on strengthening governance for responsible and
equitable management of forests and feresst commodities in Southeast Asia, di
Bangkok, Thailand.

- Pameran: Festival PESONA, Festival Like

3. Pengelolaan ProyekMonitoring dan Evaluasi

- Rapatrapat Team (bulanan, thematik); Rapat Koordinasi (BAPPENAS, lintas HLN
lingkup PSKL)

- Supervisi pelaksanaan kegiatan proyek (di seluruh kabupaten)

- Workshops: Perencanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan progres, kegiatan
Implementation Support Missis(Regular Missiordan MTRMission Meetingsoleh
WB

- Pelaporantaporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan tahunan.

DAMPAK

Pada tahun
ketiga (2023) kegiatan
proyek difokuskan
f pada Komponen 2
yaitu peningkatan
kapasitas pengelolaan
areal PS, melalui
§ pelaksanaan fasilitasi

pasca persetujuan PS

dalam rangkgengembangan usaha KPS/KUPS di wilayah kabupaten/kota di wilayah
kerja proyek. Kegiatan fasilitasi pra izin juga masih dilaksanakan yang meliputi sosialisasi
PS, pendampingan dalam penyusunan dokumen usulan, jareng jebol dan verifikasi teknis,
dalam rangkgpemenuhan pencapaian target pemberian persetujuan PS. Fokus kegiatan
pada Komponen 2 diperlukan dalam penguatan kelembagaan kelompok melalui

penyaluran hibah baik hibah skala kecil mapun hibah inovatif, fasilitasi pasca izin yang
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meliputi konsolidasi KPS/KUPS, pengenalan sistem digitalisasi dalam penyusunan RKPS
serta fasilitasi dalam penyusunan dan finaslisai nhaskah MasterlrRégrated Area

Developmen(lAD) di wilayah kabupaten/kota sasaran.

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan kegiatan Komponen 3, dimana
kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi internal proyek dan dengan
pihak terkait; pelengkapan personel proyek dan perangkat kerja; dan peningkatan kapasitas
personel. Pada aspek manajemen proyek, kegiatan yang dilaksanakan berupa perencanan
kegiatan, pemantauan/supervisi dan evaluasi kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin
oleh Team Proyek maupun dengan bantuan Team World Bank melalui pelaksanaan
Implementation Support MissioflISM), baikyang bersifat reguler maupun saat
pelaksanaan Mid Term Review (MTR). Dalam rangka peningkatan kinerja proyek,
berbagai upayguga tengah dilakukan untuk memperbaiki tata hubungan kerja internal
proyek, khususnyaang terkait dengan penguatan peran KPH seb&ghi Project
Management Uni(SPMU). Pemahaman tatacara administrasi keuangan, termasuk sistem
pertanggungjawaban keuangan menurut DIPA APBN oleh para pelaksana kegiatan di
lapangan (Fasilitator PS, Pendamping Masyarakat dan Tenaga Administrasi Lapangan)
sangat penting bagi kelancaran kegiatan proyek. Untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan tenaga lapangan dalam sistem administrasi keuangan tersebut, coaching
intensif yang dilakukan oleh staf Balai PSKL dan supporting staff proyek (khususnya PPK
dan petugas administrasi keuangan) merupakan kegiatan yang perlu secara rutin
dilaksanakan. Kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam rencana
kerja kegiatan tahunan.

Dalam mendukung penyelenggaraan Perhutanan Sosial, kebijakan di tatanan
nasional maupun regional terus dikembangkan sepertihalnya Perpres No. 28 Tahun 2023
tentang perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan PS, Petunjuk Teknis Penyaluran
Hibah, dan juga peguatan Pokja PPS. Selain itu, kebijakan penguatan PS di daerah perlu
terus diperkuat dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dan pelibatan para pihak
dalam berbagai kegiatan pengembangan PS seperti jareng jebol, pengembangan Integrated
Area Develpment (IAD) secara partisipatif, dan juga survey tutupan lahan untuk
menentukan baseline dan juga penentuan metode perhitungan emisi GRK. Kegiatan
kegiatan tersebut menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pada Komponen 1
Proyek SSF.
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Kendala

Berbagai hambatan dan kendala dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan Proyek
SSF selama tahun 2023. Keterbatasan kapasitas para pelaksana kegiatan, komunikasi antar
lembaga yang belum berjalan optimal, seperti antara NPMU dengan SPMU, sistem
kebijakan/atura yang masih kaku, seperti prosedur verifikasi usulan PS yang memiliki
tanaman sawit serta aturan baku dalam tata batas kawasan hutan serta penataan data dan
informasi yang masih berkembang merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi dan
menghambat peepatan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian-target proyek.
Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan berbagai kendala dan hambatan tersebut
memberikan pembelajaran yang berarti dan bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan
kegiatan proyek, maupisebagai umpan balik bagi upaya pengembangan program PS di

masa datang

lll. 2. Efisiensi Penggunaan Angaran dan Kinerja Anggaran
[11.2.1. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2023 semula adalah sebesar Rp.
21.230.400.000, yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.080.000d@00HLN
sebesar Rp. 15.150.400.000,Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui
mekanisme automatic adjustmentebesar Rp. 528.000.000pada anggaran yang
bersumber dari APBN sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp.
5.552.000.000. Selanjutnya dilakukip upanggaran HLN pada proyek Strengthening
Social Forestry in Indonesia (SSF) sebesar Rp. 3.505.000.880ingga anggaran akhir
Direktorat PKPS setelatrefocusing dan penambahartop up menjadi sebesar
Rp. 24.207.400.000,Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 adalah sebesar Rp. 24.199.099-28%4u 99,97%
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Tabel 22. Realisasi anggaran berdasarkan IKK

Persetujuan Perhutanan Sosial d:
Skema HD, HKm, Kemitraan
Kehutanapdan HTR kepada
KelompokMasyarakat

4.400.000.000 4.397.513.875 99,94%

Kelompok Masyarakat Penerima
Persetujuan Perhutanan Sosial ye 532.000.000 529.840.290 99,59%
Dievaluasi

Fasilitasi Penyiapan Kawasan

. 620.000.000 619.502.800 99,92%
Perhutanan Sosial

Fasilitasi dan Pembinaan Kelomp
Masyarakat melalui Project SSF

lll. 2. 1. Realisasi Anggaranper Sumber Dana

18.655.400.000 18.652.242.25¢ 99,98%

Jumlah anggaralyang berasal dari AN (RM dan PNBP yaitu sebesar Rp.
5.552.000000- dengan nilai realisasi besar Rp.5.546.856.965 sehingga nilai
persentaseapaiamya 99,91%.Jumlah anggaran HLN sebesar Rp. 18.655.400.000,
dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.652.242.2&#)ingga nilai persentasenya 99,98%.

Tabel 23. Realisasi anggaran Direktorat PKR®un 203 per sumber dana

No Sumber dana Pagu(Rp) Realisasi(Rp) %

1 APBN-RM 3.539.500.000 3.537.510.536 99,94
2  APBN-PNBP 2.012.500.000 2.009.346.429 99384
3 HLN 18.655.400.000 18.652.242.256 99,8

lll. 2. 2. Realisasi Anggaran per Output dan Komponen

Alokas anggaran pada output teknisigs hutan yang dikelola masyarakat dalam
bentuk HKm, HD, HTR, HR, dan Kemitraakehutanan) memilikikomponen yang
ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdagd2eny
HKm dan HTR Subdit Penyiapan Hdan KK sertaKetatausahaarRealisasi anggaran
per output dan perdimpona disajikan dalam tab&4.
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Berdasarkan tabe?4, berdasarkan nilai persentase tertinggi ada pada kegiatan
penyiapan hutan desa dan kemitrdaahutanan serta kegiatarBtrengthening Social
Forestry in IndonesidGEF 6).Kegiatan penyiapan hutan desa dan kemitkednutanan
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.059.776d@6gan nilai persentasenya
sebesar 99,95% dan kegiattnengthening Social Forestry in IndonefzEF 6) dengan
penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.652.242 @&fgan nilai persentasenya sebesar
99,98% . Untuk nilai terkecil berdasarkan realisasi nya ada pada kegiatan Evaluasi izin
akses Perhutanan Sosial dengan penyerapan anggaran sebesar8Rf.Z®9, dengan

nilai persentase 99,59%.

Tabel 24. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun382 output per komponen

Sumber Realisasi

Dana Kode Kegiatan Pagu R %

Direktorat Penyiapan

6749 Kawasan Perhutanan 5.552.000.00C 5.546.856.965 99,91
Sosial
Fasilitasi Penyiapan

ABV.001 Kawasan Perhutanan 620.000.000 619.502.800 99,92
Sosial

051 Penyusunan Perencana: 302.430.000 302.114.600 99,90
052 Evaluasi dan Pelaporan ~ 317.570.000 317.388.200 99,94

Persetujuan
Perhutanan Sosial
dalam Skema HD,
QDD.002 HKm, Kemitraan 4.400.000.00C 4.397.513.87t 99,94
Kehutanan, dan HTR
APBN kepada Kelompok
Masyarakat

Penyiapan Hutan
051 Kemasyarakatan dan 2.339.100.00C 2.337.737.81t 99,94
Hutan Tanaman Rakyat

Penyiapan Hutan Desa
052 dan Kemitraan 2.060.900.00C 2.059.776.06C 99,95
Kehutanan

Kelompok Masyarakat
Penerima Persetujuan
Perhutanan Sosial yang
dievaluasi

QDD.003 532.000.000  529.840.290 99,59

o5y  Evaluasiizin akses 532.000.000 529.840.290 9959
Perhutanan Sosial

6749 SSF 18.655.400.00C 18.652.242.25¢ 99,98

Fasilitasi dan
HLN Pembinaan Kelompok
BDD.002 Masyarakat Melalui

Project SSF

18.655.400.00C 18.652.242.25¢ 99,98
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SUlilZEr Kode Kegiatan Pagu Realisasi
Dana Rp %
Penguatan Kebijakan da
051 Kelembagaan untuk
Mendukung Perhutanan
Sosial
Penguatan Kemampuan
052 Masyarakat mengelola
SDH melalui Perhutanan
Sosial

Pengelolaan Proyek dan

2.340.645.00C 2.340.200.49t 99,98

13.127.420.00C 13.125.723.761 99,99

053 A . 3.187.335.00C 3.186.318.00C 99,97
Monitoring Evaluasi
TOTAL 24.207.400.00C 24.199.099.221 99,97
. 3. Penghargaan atas Prestasi Kinerja
Direktorat Penyiapan Kawasan
e ez
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Perhutanan Sosial menerima penghargaan
% DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL \' Wllayah Bebas KorupSI (WB K)’ yang

(PKPS)

T e 058 N s Pl R TS ' diberikan sebagai hasil penilaian atas
WILAYAH B{B(clsml())ARI KORUPSI

pembangunaZona Integritas (ZI) yang
telah dilakukan selama tahun 2023 oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
wrab  Indonesia (PANRB). Hasil Evaluasi ZI

" HEMENTERIAN PENDAYAGUNARN APARATUR NEGARA . - ,
DRN REFORMASI BIROKRASI tahun 2023 oleh Tim Penilai Nasional
DIREKTORAT PENYIAPAN I((::::)SAN PERHUTANAN SOSIAL (TP N) d | kemente I’Ial”l PAN R B
itk tn T;fmpw, ey menyatakan sebanyak 8minit kerja
dan aduan atas unit kerja, masyarakat dapat melaporkan melalui fapor.go.id
o “E;WE memperoleh predikat Wilayah Bebas dari
e fedR | Korupsi (WBK) dan 24 Unit Kerja

memperoleh predikat Wilayah Birokrasi
Bebas Melayani (WBBM) tersebar pada

27 K/L dan 24 Pembda. Piagam penghargaan WBK diberikan oleh Menteri PANRB,
Abdullah Azwar Anas pada hari Rabu, 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention
Center. Sebagai komitment "KLHK akan terus melakukan upayapembangunan ZI/WBK
secara terus menerusuntuk mengerakkan Reformasi Birokrasiberdampak langsung bagi

masyarakat".
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T PIAGAM
PENGHARGAAN

1
Diberikan kepada z
p

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Atas prestasinya sebagai unit kerja berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi
dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK Tahun 2023
Jakarta, 28 Desember 2023
iLi Hidup dan Keh

r., Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

PsrA!SHHE%

Sejalan dengan hal tersebut

Direktorat Penyiapan Kawasan

Perhutanan Sosial juga
mendapatkan penghargaan Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan OlelProf. Dr., Ir Siti
Nurbaya, M. Sc. selaku Menteri
LHK, Atas prestasi sebagai unit

kerja berintegritas menuju Bebas

dari Korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK
tahun 2023 pada hari Selasa, 26 Desember 2023.

KLHK melalui S ( i
Direktorat Jenderal PKTL %?
mengge|ar event S|GAP Award KEMENTERIAN mexuncm; HIDUP DAN KEHUTANAN
: MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN SIGAP AWARD 2023:
Ajang penghargaan in | V 4 Produsen Data Geospasial Terbaik
KATEGORI:
meru pakan apresiasi da i KUALITAS DATA GEOSPASIAL
. SICAP KANCANA (EMAS
Kementerian LHK  kepada G Goron ( )
pengelola Data Geospasial (DC | DIREKTORAT PENYIAPAI KAWASAN 4
_ o PERHUTANAR SOSIAL y 4
dan Informasi Geospasis \ T Bumend W Nowhe B ! 4
|

Tematik (IGT) lingkup KLHK |

P

Prof, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yang terintegrasi dalam Jaringe |
KLHK *

atau yang sekarang dikembangkan menjadi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK.

Informasi  Geospasial
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Adalah sebuah tanggung jawab bersama
untuk mewujudkan data geospasial yang akurat,
mutakhir, terpadu, terkini, mudah diakses dan
dapat dipertanggungjawabkan untuk pengambilan
keputusan di lingkup KLHK. KLHK saat ini
mengelola 97 IGT, dalam hal ini sebageadusen
data terbanyak kedua nasional setelah BPS.
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
bersama dengan Direktorat Penanganan Konflik
Ternurial dan Hutan Adat menjadi bagian dari
produsen data geospasial di KLHK Direktorat
PKPS berusaha secararisisten sebagai produsen
5 IGT (PPHKm, PPHD, PPHTR, PKK dan
sebelumnya IPHPS) untuk terus meningkatkan
kualitas, konstruksi dan akurasi data berhasil
meraih SIGAP Kencana (Emas) Semoga
apresiasi ini makin menggiatkan keluarga besar
PSKL sebagai salah satu produsen IGT KLHK,
dan mampu memberi semangat baru kerja bersama

kita untuk percepatan akseskelola PS.

RAPAT K00RDINASI SIGAP KLHK
DAN PENGANUGERAR! ? AW
' *ranun 2023

.\ B SICAP KLH ,&5(02,@&/}-,5»14’;; .

28 8 8.5
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Direktorat Penyiapan Kawasa

Perhutanan Sosidberhasil meraih

PIAGAM PENGHARGAAN
peng hargaan se bagal U n Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanacn
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Keal:rpm:; dan

Pengelola yang meperoleNilai ! oo SK4Samianik Sagen/ROGNISET /202

dengan ini Jenderal ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

memberikan penghargaan kepada : .
Pen gawasan i89. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan
Sosial

(Memuaskan). Penghargaan Sk ftigcatiyed il o ' onse -

kategori A (Memuaskan)

1 hasil p ) ipan internal Tahun 2023

tersebut di tandatangani oleh

Jakarta, September 2023

Sekretaris JenderalKementerian
LHK Dr. Ir. Bambang Hendroyono,
MM.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Unit

Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan

kegiatan pengawas&earsipan internal tahun 20pada Direktorat Penyiapan Kawasan

Perhutanan Sosial. Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Penyiapan

Kawasan Perhutanan Sosial selaku Unit Pengolah secara keseluruhan memperoleh

penilaian sebesa®®%8 (delapampuluhsembilarkomalima delapan) dengan kategori nilai

AAO0O (memuaskan)
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lll. 4. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Direktorat PKPS masuk dan mendukung pada PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Program Prioritas
Pengentasan Kemiskinan. Salah satu program yang memastikan bahwa sarana
pengentasan kemiskinan masyarakat kbnga disekitar hutan dapat dilakukan dengan
model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan
dan pelestarian lingkungan yaitu Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial
sendiri bertujuan untuk meningkatkan &gditeraan masyarakat melalui pola
pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Proyek KLHK

Program Prioritas : Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan Prioritas : Perhutanan Sosial

I 1
I I
I I
I I
I I
I I
| .

I I Prakondisi Kelompok \Y, Persetujuan Perhutanan Sosial dalam \ f Kelompok Masyarakat
1 Masyarakat Calon Penerima Skema HD, HKm, Kemitraan Penerima Persetujuan
1 1 Persetujuan Perhutanan Sosial Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Perhutanan Sosial yang
| | (300 Kelompok Masyarakat (300 Kelompok dievaluasi (58 Kelompok
I 1 Masyarakat/183.000 Ha) \ Masyarakat/183.000 Ha) \ Masyarakat)
| Identifikasi MHA dan Kasus konflik Kasus konflik tenurial
1 1 Calon Hutan Adat tenurial yang yang difasilitasi Peu;t:é) g{i‘r;;ﬁdat
1 Menin gkatkan 1 (14 Kelompok dipetakan penangananya (18 SK)
I Sumbet Daya | Masyarakat) (22 Layanan) (25 Layanan)

: I
I Manusia yang \
1 Berkualitas dan ! Rencana kerja/pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sarana dan Prasarana
1 Berd aya Sain o 1 kelompok perhutanan sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi peningkatan nilai tambah hasil
I | yang disahkan kelas Gold/Platinum hutan dan jasa lingkungan
I 1 (383 Kelompok Masyarakat) (34 Kelompok Masyarakat) (653 Kelompok Masyarakat)

] \ AN
\ p N
v y (
ST Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial
Lingkungan yang ditingkatkan (40 Surat Kesepakatan) (1600 Orang)

Gambarl2. DukungarkegiatanDirektorat PKPS terhadap Program Priritas Nadiona

Persetujuan Perhutan&osial yang terbagi dalam Skema HD, HKm, Kemitraan
Kehutanan dan HTR menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan nildnkzEdg
Desa MembangynIDM (Indeks Desa Membangumerupakan Indeks Komposit yang
dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang
dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdakarisapsi
bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kemabagunan

berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi méwrdatan yang saling
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mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Das&k mensejahterakan kehidupan

Desa.

Nilai IDM menjadi penentu klasifikasi status Desa yang terbagi membjada
Sangat TertinggalDesa TertinggalDesa Berkembanddesa Majudan Desa Mandiri
Berdasarkan data status IDM pada areal pengelolaan perhutanan sosial dari tahun 2016
sampai 2023lapat dilihat pada grafik dan table dibawah ini. Data tersaleuatunjukkan
bahwa dari 11.774 Desa mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Desa yang termasuk
dalam kategorsangatertinggaldan tertinggakemakinmenurun, sedangkan Desa yang
termasuk kategoberkembang, maju danandiri semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya perhutanan segiat

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya Masyarakat desa sekitar hutan.

{¢1¢!'{ L5a t!5! 1 w9![ tO9ObDO[h[!!

a! b5 LWE™

al wj

|

.9wY9a.t

e
¢9W¢LbF

{1 bD!¢ ¢9V\*'I'_bDD![

=]

Mnann Hnann onnn nnnn pnann cnnn Tnn,

EBH/ZTHBH OHBHAHMHIH IHI'IM‘}II'IM.HI'IMC

Gambarl3. Staus IDM arealPeasetupan PengelolaangdPhutanan Sosial

Tabel 25. Status IDMareal PasetujuarPengelolaaferhutanan Sosial

Status IDM/Tahun

SANGAT TERTING(GAL2.193 18,64 1.391 11,82 727 6,18 438 3,72
TERTINGGAL 6.035 51,28 5.003 42,51 3.593 30,53 2.760 23,45
BERKEMBANG 3.099 26,33 4.552 38,68 5.950 50,56 6.336 53,84
MAJU 408 3,47 760 6,46 1.349 11,46 1.926 16,37
MANDIRI 33 0,28 62 0,53 149 1,27 308 2,62
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S —

SANGAT TERTINGGAL 351 2,98 257 2,18 189 1,61
TERTINGGAL 2.185 18,5€ 1.684 14,30 1.252 10,623
BERKEMBANG 6.099 51,8C 5.456 46,34 4.769 40,5C
MAJU 2.632 22,35 3.371 28,63 3.761 31,94
MANDIRI 507 4,31 1.006 8,54 1.803 15,31

Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Penurunan Emisi
Tahun 2016 0 2021

Dari capaianseluas 6.073 Juta Ha pada 18 September 2023, data spasial
Perhutanan Sosial (Definitif PPHD, PPHKm, PPHTR, PPKK, dan IPHPS) yang terhimpun
di Dit. PKPS sampai dengan Juli 2023 adalah selt®?474.956 Ha (Capaian 18
September 202B Hutan Adati Indikatif PIAPS dan ijin bupati yang belum ditemukan
spasial)Data spasial tutupan lahan yang digunakan adalah data spasial 23 kelas penutupan
lahan kawasan hutan Dit. IPSHD tahun 2006, 2011, 2016 dan 2021 (data tersebut
bersumber dari hasil interpretasi Citra Landsdtata caraanalsis Stok Karnon

sebagaimana gabarl14 berikut.

Anal $tsols K& Padrhaut sos

DatSp a Ciagla i

a‘ P1200 4 P12011 PI2014 PI2021

PS 202B
» Overl ay
Tut ulpammaad a2 PGE60 11
2016021
Perhit@ngsehras Noiames ooy
FRL NobDaRte! St dlaehunan
TanGl Nilai C SfTakBaéla P.Tr@marubalhhgng;
| FakEmi(dut)ah 201201%021 C Stok
| Bermttom2@9 | Perhitungan ~[Tr ®®r ubnhEami|si
[ Berfattoml E } NiIEaniidsaiﬁergpSlao(rln“ daBSerapan

Gambarl4. Analisis Stok Karbon pada areal Persetujuan Pengelokdmufanan Sosial
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Berdasarkan data spasial tensieloliidentifikasidata tutupan lahan 7 regitethun
2006, 2011, 2016 dan 202engan hasikebaganana disajikarpada TabeP6. Data
tersebut menunjukkan bahwelan di Jawa, penutupan laheategori hutan mendominasi
jenis pentupan lahan pada areal HutsoBada areal Hutsos di Jawa memiliki
kecenderungan pola pemanfaatan yang berasosiasi dengan lahan garapan (pertanian)
masyarakat pada areal Perum Perhutani (saat ini KHR®KDenganTren tutupan lahan
sebagaimana disajikan maGambarl5. Datatren tutupan lahatersebut menunjukkan
bahwa deforestasi melandai mulai tahun 2011 yang ditunjukkan d@uogapan Hutan
Lahan Kering Primer dan Sekunder membaik dari 2@Elain itu érjadi penurunan luas
lahan terbuka yang signifikan dari 2016 ke 2024dangkarutupan non hutan didominasi
oleh Pertanian Lahan Kering Camp@emak/BelukgrHutan TanamamBelukar Rawa
Pertanian Lahan KeringlanPerkebunarHal tersebut sangat berpengaruh terhddiéa
Karbon Stok Pada Tutupan Hutan dan Non Hutan

Tabel 26. tutupan lahan 7 regiaahun 2006, 2011, 2016 dan 2021

Region Kategori PL 2006 PL2011 PL2016 PL2021
Tuplah HA % HA % HA % HA %
Bali Nusa  [Hutan 59.535| 56% 59.247| 56% 58.968| 56% 51.400| 48%
Tenggara |\ Hutan 46.645| 44% 46.933| 44% 47.211| 44% 54.780| 52%
Hutan 30.486| 11% 28.077| 10% 23.807| 9% 19.153| 7%
Jawa

Non Hutan 241.410 | 89% 243.819 | 90% 248.088 | 91% 252.742 | 93%
Hutan 797.500 | 66% 769.037 | 64% 724.686 | 60% 738.590 | 62%

Kalimantan
Non Hutan 402.565 | 34% 431.028 | 36% 475.379 | 40% 461.475 | 38%
Hutan 207.627 | 72% 202.904 | 71% 198.481 | 69% 200.518 | 70%

Maluku
Non Hutan 80.073| 28% 84.796| 29% 89.219| 31% 87.183| 30%
Hutan 169.226 | 89% 168.642 | 89% 168.003 | 88% 167.813 | 88%

Papua
Non Hutan 20.709| 11% 21.293| 11% 21.931| 12% 22.121] 12%
Hutan 219.347 | 58% 214.610 | 57% 204.872 | 54% 202.602 | 54%

Sulawesi
Non Hutan 158.261 | 42% 162.998 | 43% 172.736 | 46% 175.005 | 46%
Hutan 636.589 | 61% 572.233 | 55% 516.969 | 50% 505.415 | 49%

Sumatera
Non Hutan 404.984 | 39% 469.341 | 45% 524.604 | 50% 536.159 | 51%

Grand Total 3.474.956 3.474.956 3.474.956 3.474.956
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PL2006 PL2011 PL2016 PL2021 S

PL 2021 Kategori Tuplah Y

Nama Tuplah v

B Hutan - Hutan Lahan Kering
Primer

PL 2016

¥

Values
PL2011

W Hutan - Hutan Lahan Kering
Sekunder

M Hutan - Hutan Mangrove Primer

PL 2006

B Hutan - Hutan Mangrove
Sekunder

0% 20% 40% 60% 80% 100%
2.500.000
2.120.309
2.014.749
2.000.000 1.895.787 1.885.491

1.579.170 1.589.466
1.460.207

1.500.000 1.354.647
1.000.000
500.000

HUTANTOTAL NONHUTANTOTAL

W PL 2006 HA m PL2011HA W PL2016HA W PL2021HA

Gambarl5. Tren tutupan lahan nasional
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Gambarl6. TrenKarbon Stokareal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pada periode 20062011 (awal implementasi hutos), masih dijumpai pengurangan

stok karbon (memperhatikan standar error) berkisar ante28.522.221 Ton sampat

128.019.569 Ton, pada lokagang saat ini sebesar 1% sudah mendapat persetujuan
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Hutsos.Kemudian, pda periode 2011 2016 (5 tahun pertama implementasi hutos),
sudah terjadi penurunan laju kehilangan stok karbon. Periode ini penurunan stok karbon
(memperhatikan standar error) berkisar anta®d.070.094 Ton sampail02.211.785
Ton, pada lokasi yan@at ini sebesar 9% sudah mendapat persetujuan Heestegkan
pada periode 2016 2021 (era baru hutsos), sudah terjadi pemulihan nilai stok karbon
(memperhatikan standar err@sgbesari31.864.601 Ton sampai 31.914.977 Ton, pada
lokasi yang saat ini sebesar 89% sudah mendapat persetujuan Fesg@erubahan pada
tiga periode tersebut mengindikasikan bahwa implementasi hutsos dapat berkontribusi
dalam peningkatan stok karbon nasional untuk mencapai Net Sink Folu.

Dengan demikianpenyerapan karbon di lokasi Folu NET SINK 2030 Perhutanan
Sosial dengan intervensi pendampingan, peningkatakefika hutan (agrofrestri), dan
peningkatan nilai ekonomi melalui Kerjasama investasi dan pasar pada tahun22@16
adalah sebesar 31,9 Juta Ton CO2 eq atau 25a7target Folu NET SINK 2030 (sebesar
140 juta Ton CO2 eq).

Il. 5. Analisis Efisiensi
Berdasarkan pada hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat

PKPS tahun 228 selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan

membandingkan persentasgalisasi anggaradengan persentag@apaian kinerjayang
berasal dari APBN
Gambarl?. Capaian Kinerja Direktorat PKP % sumber dana APBN

Indikator Kinerja Kegiatan Capaian % Capaian
Luas kawasan hutan yan
memperoleh persetujue

Perhutanan Sosial dalam Skel
HD, HKm, Kemitraan Kehutanar
dan HTR kepada Kelompo
Masyarakat

Jumlah  evaluasi  persetujui
perhutanan sosial

150.000 ha 161.873,78 ha 108%

27 SK 116 SK 430%

Fasilitasi Penyiapan Kawast 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Perhutanan Sosial

Rata-rata capaian kinerja IKK 212,52%
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Dari hasil capaian kinerja
Direktorat PKPSyang berasal dari 2 12 y 52%
sumber dana APBNebesaR12,52
% dengan realisasi anggangang Capaian Kinerja Dit PKPS dengan sumber dana APBN

berasal dari sumberdana APBN

sebesar 9994, didapatkan rasio 99 910/

efisiensi sebesad,47. Nilai rasio 3 0

efisiensi<1 tersebut menunjukkan - )
Realisasi anggaran Dit PKPS dengan sumber dana

bahwa penggunaan anggarampPBN

Direktorat PKPSyang berasal dari

APBN efisien terhadap capaian 0’47

kinerja.
Analisis Efisiensi
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BAB IV PENUTUP

Demikian laporan kinerja Direktorat PKPS Tahun 208i disusun sebagai bentuk
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepada seluruh pihak
yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih dan

penghargaannya.

Semoga laporan ini bermanfaat menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan
keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. Kiranya Tuhan Yang Maha
Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidblyahkepada kita sekalian, untuk dapat

bekerjadalam rangka mewujudkan cit&a luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, Januari 202
Direktur PKPS,

Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si
NIP 19730725 200003 1 003
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafda Roswandi, S.Hut, M.Si
Jabatan : Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
Jabatan . Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023
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Dire Jenderal Perhutanan Sosial dan Direktyr Penyiapan Kawasan
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